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ABSTRAK   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendapatan 

dan  Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam  meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah provinsi  serta menganalisis  Realisasi anggaran Penerimaan pajak  

Kendaraan Bermotor dalam mencapai target . Pendekatan penelitian ini bersifat 

deskriptif dengan menggunakan data kualitatif .Sumber data ini diterima dari 

Badan Pengelolaan Keuangan Pangkalan Brandan, Dari data-data Kantor  Samsat 

Pangkalan Brandan target dan realisasi berupa potensi penerimaan pajak 

Kendaraan Bermotor Atau Realisasi penerimaan Pajak. Data yang digunakan pada 

Penelitian Ini adalah data primer dan data sekunder teknik analisis data yang 

digunakan berupa teknik analisis deskriptif dan kualitatif. hasil penelitian yaitu  

Pertumbuhan penerimaan pajak  Kendaraan Bermotor terlihat meningkat namun 

masih banyak masyarakat yang kurang taat dalam pelaporan Pajak Kendaraan 

Bermotornya.   

 

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor , Pendapatan  Asli 

Daerah    
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ABSTRACT   

 This research aims to determine and analyze income and Motor Vehicle 

Tax Revenue in increasing the province's Original Regional Income as well as 

analyzing the Realization of the Motor Vehicle Tax Revenue budget in achieving 

targets. This research approach is descriptive in nature using qualitative data. The 

source of this data was received from the Pangkalan Brandan Financial 

Management Agency, from data from the Pangkalan Brandan Samsat Office, 

targets and realization in the form of potential motor vehicle tax revenues or 

actual tax revenues. The data used in this research are primary data and secondary 

data. The data analysis techniques used are descriptive and qualitative analysis 

techniques. The results of the research are that the growth in motor vehicle tax 

revenue appears to be increasing, but there are still many people who are less 

compliant in reporting their motor vehicle tax 

 

Keywords: Motor Vehicle Tax Revenue, Regional Original Income    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan 

lainnya seperti UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib oleh Orang Pribadi atau Badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara. Artinya Wajib Pajak 

yang menyetorkan Pajak tidak mendapat imbalan secara langsung tetapi 

mendapatkan fasilitas yang tidak secara sadar dinikmati oleh semua orang salah 

satu contohnya  yaitu  pembangunan  jalan  tol.  Pajak  digunakan  untuk 

membiayai pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi negara umum. Pada 

masa sekarang ini bukanlah hal yang aneh untuk menyadarkan masyarakat dalam 

membayar Pajak, karena masyarakat harus menyadari bahwa Pajak yang mereka 

setorkan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu diharapkan masyarakat 

sadar jika mempunyai kewajiban untuk menyetorkan sebagian penghasilan 

mereka, karena itu untuk membiayai kepentingan mereka juga di negara ini.  Pada 

dasarnya untuk mengerti reformasi yang terjadi pada administrasi perpajakan 

membutuhkan suatu pemahaman terhadap masalah itu sendiri  .Wajib Pajak dalam 

mematuhi kewajiban Pajaknya, menigkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah 

agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik 

baiknyan dapat  meningkatkan potensi penerimaan Pajak yang tersedia dan dapat 

di pungut secara optimal. Berikut data yang bersumber dari Badan Pendapatan 
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Daerah Kota Pangkalan Brandan khusus Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor 

Selama 5 tahun terakhir.Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. 

Modernisasi pajak adalah tentang mengubah cara kita memandang pajak, dari 

hanya memperhatikan jenisnya menjadi lebih memikirkan fungsi-fungsinya dan 

bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini juga melibatkan 

pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak. 

Tabel 1.1 

Data Target Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan 

Brandan Tahun Anggaran 2018 s/d 2022 

No      Tahun 

Anggaran  

 Jenis  

Penerimaan 

Target    Realisasi    % 

1    01Januari 

s/d 31 

Desember 

2018   

Pajak Motor  Rp.13.340.136.090.    Rp.14.720.797.489    110.35% 

2    01Januari 

s/d 31 

Desember 

2019   

Pajak Motor  Rp.14.715.742.722.   Rp.14.185.437.464 96.40% 

3    01Januari 

s/d 31 

Desember 

2020   

Pajak Motor  Rp.15.641.718.180    Rp.19.489.809.508    124.60% 

4    01Januari 

s/d 31 

Desember 

2021   

Pajak Motor   Rp.19.130.147.914   Rp.19.660.954.020   102.77% 

5   1 Januari 

s/d 31 

Desember 

2022   

Pajak Motor  Rp.19.224.159.132   Rp.20.033.008.131   104.21% 

Sumber: Badan Pendapatan daerah Kota Pangkalan Brandan UPT Samsat Pangkalan 

Brandan   

Dari analisis data pada tabel 1.1, terlihat bahwa penerimaan pajak kendaraan 

bermotor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, terdapat 

pencapaian yang baik dengan penerimaan mencapai Rp.14.720.797.489, melebihi 

target sebesar Rp.13.340.136.090. Namun, pada tahun 2019, terjadi penurunan 
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pendapatan menjadi Rp.14.185.437.464, yang dipengaruhi oleh dampak wabah 

yang membuat masyarakat enggan keluar rumah serta kondisi pandemi COVID-

19 yang menurunkan pendapatan secara keseluruhan.Pada tahun 2020, terjadi 

peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor, melampaui 

target dengan mencapai Rp.19.489.809.508 dari target sebesar 

Rp.15.641.718.180. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi yang 

berhasil. Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi pencapaian yang baik dengan 

penerimaan yang memenuhi target, yaitu Rp.19.660.954.020 dari target sebesar 

Rp.19.224.159.132. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan infrastruktur yang 

memadai serta lingkungan pembayaran administrasi yang nyaman bagi 

masyarakat.Pada tahun 2022, penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 

target sebesar Rp.19.224.159.132 dengan realisasi sebesar Rp.20.033.008.131. 

Hal ini menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dalam pendapatan, seiring 

dengan membaiknya kondisi ekonomi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

membayar pajak. Namun, untuk menjaga peningkatan ini, kerja sama yang baik 

antara pemerintah tetap diperlukan. Dengan demikian, diharapkan target 

penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terus tercapai bahkan melebihi target 

pada tahun-tahun mendatang.penjelasan diatas penulis memilih untuk membahas 

“Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan Brandan 

Kabupaten Langkat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Sumatera Utara ”. Sebagai tempat penelitian di UPT Samsat Pangkalan Brandan 

sebagai objek yang di tunjuk untuk di jadikan penelitian dalam laporan Tugas 

Akhir.  

B.  Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah   

1. Idetifikasi  Masalah    

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil beberapa identifikasi masalah yang ada yaitu:    

a. Perbedaan kondisi ekonomi lainnya antara tahun-tahun di mana 

target tercapai dan tidak tercapai. 
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b. Identifikasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan atau strategi 

yang dapat mempengaruhi pencapaian target Pajak kendaraan 

bermotor kota pangkalan Brandan  

2. Batasan Masalah   

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada penulis memberikan batasan 

masalah terhadap penelian ini agar pembahasan penelitian berfokus dan tidak 

mengambang. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

menganalisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Utara  pada tahun 2018 - 2022. Maka 

penelitian ini memberikan batasan masalah berupa variable yang digunakan 

yaitu Jumlah Total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan persentase 

penerimaan  

C.  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan diatas, yang menjadi 

pokok permasalahan laporan ini ialah:    

1. Bagaimana mengatasi di mana penerimaan pajak kendaraan bermotor 

telah tercapai, namun masih terdapat banyaknya masyarakat yang 

kurang patuh dalam membayar pajak kendaraan mereka? 

2. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam pelaporan Pajak 

KendaraanBermotor di Kantor Keuangan UPT Samsat Pangkalan 

Brandan ? 

3. Apa saja upaya yang di lakukan UPT Samsat Pangkalan Brandan 

Dalam meningkatkan Pendapatan Pajak kendaraan bermotor nya ? 
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D.  Tujuan  dan manfaat Penelitian    

1. Tujuan penelitian   

a. Untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Terealisasi dengan baik Di Kantor Upt Samsat P.brandan  

b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terdapat pada saat pelaporan 

dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor  Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Langkat Kota Pangkalan  Brandan.    

c. Untuk mengetahui Upaya yg dilakukan Untuk meningkatkan 

penerimaan Pajak Kendaraan  Bermotor di Kantor Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Langkat  Kota Pangkalan Brandan.   

2. Manfaat Tugas Akhir   

Adapun manfaat yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini 

adalah:   

a. Manfaat bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti dalam bidang perpajakan khususnya tentang penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor   

b. Manfaat bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan contoh dalam 

pembuatan Tugas Akhir di masa mendatang. Ini bisa menjadi 

sumber informasi dan referensi untuk penelitian berikutnya, 

terutama tentang penerapan konsep penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kabupaten Langkat Kota Pangkalan Brandan. 

c. Bagi pihak lain, sebagai informasi kepada masyarakat untuk 

mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan 

Brandan  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA   

A. Landasan Teori   

Dalam pelnulisan Lapolran Tugas Akhir ini, pelnulis akan melnyajikan 

landasan telolri yang belrhubungan delngan judul pelnellitian yang diajukan, 

karelna tanpa landasan telolri yang jellas akan melnyelbabkan infolrmasi yang 

disajikan tidak selsuai delngan yang diharapkan.    

1. Pengertian Pajak   

Belbelrapa pelndapat pakar telntang delfinisi Pajak diantaranya dalam 

kutipan dapat di cantumkan:  Melnurut (Mardiasmol 2018, 3) dalam bukunya 

Melnyatakan Melnurut undang undang Pelngelrtian pajak melnurut undang – 

undang nolmolr 16 tahun 2009 telntang pelrubahan kelelmpat atas undang – 

undang nolmolr 6 tahun 1983 telntang keltelntuan umum dan tatacara 

pelrpajakan pada pasal 1 Ayat 1 belrbunyi: “pajak adalah kolntribusi wajib 

kelpada nelgara yang telrutang ollelh Olrang pribadi atau badan yang belrsifat 

melmaksa belrdasarkan undang Undang, delngan tidak melndapatkan imbalan 

selcara langsung dan Digunakan untuk kelpelrluan nelgara bagi selbelsar – 

belsarnya Kelmakmuran rakyat.” 

N. J. Felldmann, melnyatakan : “Pajak melrupakan pelmbayaran yang 

dipaksakan telrhadap Wajib Pajak, tanpa adanya kolntraprelstasi,yang 

belrtujuan untuk melmbiayai pelnyellelnggaraan Pelmelrintah”. Melnurut Prolf. 

Dr. P. J. A. Adriani yang tellah ditelrjelmahkan ollelh R. Santolsol Broltoldiharjol 

Menurut Mardiasmo (2018, hal. 3), dalam bukunya, definisi pajak menurut 

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah "iuran yang dibebankan kepada 
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rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat 

dipaksakan, tanpa mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat 

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran."undang – 

undang (yang dapat dipaksakan) delngan tidak melndapat jasa timbal 

(kolntraprelstasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan unuk 

melmbayar pelngelluaran 

2. Fungsi Pajak    

Fungsi Pajak sangat belrpelran bagi pelmbangunan nelgara dan 

masyarakat.  Pajak digunakan untuk melmbiayai belrbagai macam 

pelngelluaran publik. Fungsi Pajak belgitu pelnting selhingga seltiap olrang 

harus melmelnuhi kelwajiban Pajaknya. Ada 2 fungsi Pajak yaitu fungsi 

budgeltelr dan fungsi relgular. Melnurut (Lubis 2018, 2) Yaitu : 

a. Fungsi pelnelrimaan (budgeltelr)    

Untuk melmbiayai pelngelluaran, baik rutin maupun pelmbangunan. 

Selbagai sumbelr keluangan Nelgara, pelmelrintah belrupaya melmasukkan Uang 

selbanyak-banyaknya untuk kas nelgara. Upaya telrselbut ditelmpuh Delngan 

cara elkstelnsifikasi dan intelnsifikasi pelmungutan pajak mellalui 

Pelnyelmpurnaan pelraturan belrbagai jelnis pajak, selpelrti Pajak Pelnghasilan 

(PPh), Pajak Pelrtambahan Nilai (PPN), Pajak Pelnjualan Atas Barang 

Melwah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Selbagainya 

b. Fungsi melngatur (relgulelrelnd)   

Untuk melngatur atau mellaksanakan kelbijakan pelmelrintah dalam bidang 

solcial dan elkolnolmi selrta melncapai Tujuan-tujuan telrtelntu di luar bidang 

keluangan selpelrti Tax Holliday , Pelngelnaan pajak belrsifat final untuk usaha , 
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pelngelnaan pajak atas hasil industri tarif pajak Barang melwah, dan tarif pajak 

prolgrelsif pelnghasilan tinggi 

3. Jenis Pajak   

Telrdapat belrbagai jelnis Pajak yang dapat dikellolmpolkan melnjadi tiga, 

yaitu pelngellolmpolkan melnurut gollolngan, melnurut sifat, dan melnurut 

lelmbaga pelmungutannya.   

a. Melnurut gollolngannya, Pajak telrbagi melnjadi dua, yaitu:    

1) Pajak Langsung adalah Pajak yang Wajib Pajak dan tidak dapat 

dibelbankan kelpada olrang lain atau pihak lain.   

2) Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya dapat 

dibelbankan kelpada olrang lain atau pihak kinelrja tidak langsung 

telrjadi jika adanya suatu kelgiatan, pelristiwa, pelrbuatan yang 

melnyelbabkan telrutangnya Pajak, misalnya  telrjadi pelnyelrahan 

barang dan jasa.    

b. Melnurut sifatnya, dapat dikellolmpolkan melnjadi dua, yaitu:   

1) Pajak Nelgara (Pajak Pusat) adalah Pajak yang dipungut ollelh 

pelmelrintah pusat dan digunakan untuk melmbiayai rumah tangga 

Nelgara pada umumnya.    

2) Pajak Daelrah adalah Pajak yang dipungut ollelh Pelmelrintah Daelrah 

baik daelrah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk 

melmelnuhi dan melmbiayai rumah tangga daelrah masing masing.  
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4. Asas Pemungutan Pajak   

Belrdasarkan Laman Relsmi Direlktolrat Jelndral Pajak Di Indolnelsia Pada 

Dasar nya Indolnelsia Melnganut Asas Pelngelnaan pajak atas selluruh 

pelnghasilan  melmiliki Tujuh Asas pelngelnaan pajak Yang belrlaku di Indonesia: 

a. Asas Finansial   

Belrdasarkan aturan ini, tuntunan pungutan di ubah selsuai delngan 

kolndisi molneltelr (molneltelr) atau delngan melmpelrtimbangkan belrapa gaji 

yang di pelrollelh warga   

b. Asas Elkolnolmi   

Belrdasarkan standar ini, akibat dari pelmilahan tugas di Indolnelsia harus 

selsuai delngan kelpelntingan umum (kelpelntingan individu selmua dalam 

selmua). Delngan pelnggunaan biaya yang telrus melnelrus, dipelrcaya oltolritas 

publik dapat melmbina Nelgara ini selcara maksimal tanpa melmbantu 

pelmbiayaan mellalui belrbagai relncana selpelrti kelwajiban asing.   

c. Asas Yudiris   

Untuk pelmelrataan Nelgara, pelngaturan pungutan harus melmbelrikan 

jaminan yang sah kelpada Nelgara atau pelnduduknya, delngan delmikian, 

belrbagai biaya harus didasarkan pada pelraturan, alasan sahnya pelmilahan 

pungutan di Indolnelsia adalah pasal 23A pelrubahan UUD 1945.   

d. Asas Umum   

Belrdasarkan peldolman ini, pungutan di Indolnelsia belrgantung pada 

elkuitas yang luas. Ini belrarti bahwa baik pelmilihan maupun pelnggunaan 

reltribusi direlncanakan dari dan untuk masyarakat Indolnelsia.    

e. Asas Kelbangsaan    
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Belrdasarkan peldolman ini, seltiap olrang yang lahir dan hidup di 

Indolnelsia belrkelwajiban untuk melmelnuhi kelwajibannya. Olrang Luar yang 

tinggal atau belrada di Indolnelsia sellama lelbih dari satu tahun dan tidak 

pelrnah melninggalkan Indolnelsia harus melnunggu belban sellama upah yang 

ditelrimanya belrasal dari Indolnelsia.    

f. Asas Sumbelr    

Melngingat aturan ini, biaya yang dikelnakan di Indolnelsia hanya 

belrlaku untuk individu yang tinggal dan belkelrja di Indolnelsia.     

g. Asas Wilayah   

Melngingat peldolman ini, warga Nelgara yang belrtanggung jawab atas 

belban telrgantung pada wilayah telmpat tinggal warga nelgara telrselbut.    

5. Tata Cara Pemungutan Pajak   

a. Stellsell Pajak   

Sistelm pelmungutan yang digunakan untuk melnghitung belsarnya Pajak 

yang harus dibayarkan ollelh Wajib Pajak. Pelmungutan Pajak dilakukan 

belrdasarkan 3 Stelsel (Waluyol, 2011:16), yaitu:   

1) Stellsell Nyata   

Belban biaya telrgantung pada itelm (pelmbayaran asli), 

selhingga pelmilahan sellelsai melnjellang akhir tahun seltellah 

pelmbayaran selbelnarnya dikeltahui, keluntungan  dari rangka ini 

adalah bahwa tugas yang dipaksakan lelbih masuk akal. 

Kelrugiannya adalah bahwa bela baru dapat di tuntut melnjellang 

akhir pelrioldel (seltellah pelmbayaran asli dikeltahui).   

2) Stellsell Anggapan   
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Keltidaknyamanan tugas telrgantung pada anggapan yang 

diarahkan ollelh pelraturan, misalnya: Pelmbayaran satu tahun 

dianggap sama delngan tahun selbellumnya selhingga  melnjellang awal 

tahun anggaran belrapa banyak utang pelnilaian untuk tahun 

anggaran belrjalan tidak selpelnuhnya disellelsaikan. Manfaat dari 

rangka kelrja ini adalah bahwa bela dibayar tidak didasarkan pada 

keladaan yang selsungguhnya    

3) Stellsell Campuran   

Keltidaknyamanan biaya telrgantung pada kolmbinasi 

pelngaturan asli dan yang diharapkan. Melnjellang awal tahun jumlah 

Pajak ditelntukan belrdasarkan anggapan, kelmudian, pada saat itu, 

melnjellang akhir tahun tarif bela diubah selsuai delngan keladaan 

selbelnarnya.    

6. Sistem Pemungutan Pajak   

Kelrangka pelnilaian belrmacam-macam adalah telknik yang digunakan 

untuk melmastikan belrapa banyak tugas yang harus dibayar ollelh warga 

Nelgara kelpada Nelgara. Kelrangka pelmilahan tugas di Indolnelsia dapat dibagi 

melnjadi tiga, yaitu:   

a. Sellf Asselssmelnt Systelm   

Wajib Pajak adalah pihak yang belrpelran dalam melmastikan, 

melmbayar, dan melngumumkan belrapa biaya yang harus dikelluarkan 

kelpada Kantolr Administrasi Pelnilaian (KAP) atau mellalui kelrangka ini, 

dolrolngan dan tindakan untuk melmastikan dan melngumpulkan dakwaan 

selpelnuhnya belrada di tangan Wajib Pajak (WP) warga di anggap mampu 
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untuk melmastikan biaya, siap untuk melmahami pelraturan pelnilaian yang 

belrlaku saat ini, dan melmiliki kelpelrcayaan yang tinggi, dan melmahami 

pelntingnya melnutupi biaya. Delngan delmikianm, Wajib Pajak (WP) dibelri 

kelpelrcayaan untuk:   

1) Melmpelrhitungkan selndiri Pajak yang telrutang.    

2) Melmbayar selndiri jumlah Pajak yang telrutang.    

3) Mellapolrkan selndiri jumlah Pajak yang telrutang.    

4) Melmpelrtanggung jawabkan Pajak yang telrutang.  

b. Olfficial Asselssmelnt Systelm   

Pelnjabat yang belrtanggung jawab atau spelsialis tugas belrtindak 

selbagai pelngumpul biaya kelpada warga delngan melmbelrikan surat pelnilaian 

tugas. Kelrangka kelrja belrbagai pelnilaian yang melnyeltujui pelrakitan 

melkanik pelngumpulan Pajak untuk melmutuskan belrapa banyak tugas yang 

harus di bayar seltiap tahun selsuai delngan pelraturan dan peldolman 

pelngelluaran yang rellavan. Dalam kelrangka pelnilaian oltolritas, pelrangkat 

pelnilaian melngambil bagian pelnting dalm pelmungutn Pajak, karelna 

pelrakitan melkanik tugas melmbantu tugas nelgara dalm  melnghitung biaya 

yang harus dibayarnya.    

c. Withhollding Systelm   

Belsaran biaya di telntukan ollelh olrang luar. Selbuah moldell adalah 

turunan dari gaji pelrwakilan yang dibuat ollelh peljabat keluangan olrganisasi 

yang belrsangkutan. Ollelh karena itu, pelrwakilan tidak pelrlu lagi pelrgi kel 

Kantolr pelngelluaran untuk melnyellelsaikan pelnilaian. Kelrangka kelrja 

belrmacam-macam tugas yang melnyeltujui olrang luar yang ditugaskan 
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untuk melmutuskan belrapa banyak biaya yang harus dibayar ollelh Wajib  

Pajak (WP) selsuai delngan pelraturan dan peldolman telrkait.    

7. Pengertian Penerimaan Pajak   

Belrdasarkan pasal 1 ayat 3 undang-undang nol 14 tahun 2015 telntang 

Anggaran Pelndapatan dan Bellanja Nelgara tahun anggaran 2016, 

pelnelrimaan Pajak adalah pelnelrimaan Pajak adalah selmua pelnelrimaan 

Nelgara yang telrdiri atas pelndapatan Pajak dalam nelgelri dan pelndapatan 

Pajak pelrdagangan intelrnasiolnal. Dari pelngelrtian telrselbut diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pelnelrimaan Pajak Pelnghasilan Badan melrupakan 

pelnelrimaan Nelgara dari subjelk Pajak atas pelnghasilan yang ditelrima atau 

dipelrollelhnya dalam suatu tahun Pajak.    

8. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)   

Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) adalah pelndapatan yang di pelrollelh 

daelrah  yang di pungut belrdasarkan pelraturan daelrah selsuai delngan 

pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku (melngacu pada pasal 1 angka 

18 undang-undang nolmolr 33 tahun 2004). Pelndapatan Asli Daelrah (PAD) 

melrupakan pelrwujudan dari prinsip delselntralisasi dan melrupakan sumbelr 

pelndapatan daelrah. Mellalui Pelndapatan Asli Daelrah, Pelmelrintah Daelrah 

dibelrikan kelwelnangan untuk melndanai pellaksanaan oltolnolmi daelrah selsuai 

delngan poltelnsi daelrahnya.   

Pelran Pelndapatan Asli Daelrah selbagai salah satu sumbelr pelndapatan 

daelrah melnuntut pelmelrintah daelrah untuk melmaksimalkan. Pasal 5 ayat (1) 

undang-undang nolmolr 33 tahun 2009 melmbelrikan belrbagai macam sumbelr 

Pelndapatan Asli Daelrah, mulai dari Pajak dan reltribusi daelrah, pelngollaan 
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kelkayaan yang di pisahkan, dan dan Pelndapatan Asli Daelrah lainnya yang  

sah.     

9. Sumber Pendapatan Asli Daerah   

a. Pajak Daelrah   

Pajak Daelrah adalah iuran wajib kelpada daelrah yang telrutang ollelh 

Olrang Pribadi atau Badan yang belrsifat melmaksa melnurut 

undangundang, tanpa melndapat imbalan selcara langsung dan di 

pelrgunakan untuk kelpelntingan daelrah selbelsar-belsarnya kelmakmuran 

rakyat (UU Nol.28 Tahun 2009). Melnurut Undang-Undang nolmolr 28 

Tahun 2009 telntang Pajak dan  Reltribusi Daelrah, Pajak daelrah di bagi 

melnjadi 2  (dua) jelnis, yaitu:     

1) Pajak Prolvinsi   

Kolntribusi Wajib Pajak kelpada daelrah (Prolvinsi) yang telrutang 

ollelh Olrang Pribadi atau Badan  belrdasarkan pelraturan undang-

undang. Pajak Prolvinsi telrdiri dari:   

a) Pajak Kelndaraan Belrmoltolr, adalah Pajak atas kelpelmilikan 

dan/atau  pelnguasaan kelndaraan belrmoltolr.   

b) Bela Balik Nama Kelndaraan Belrmoltolr, adalah Pajak atas 

pelnyelrahan hak milik kelndaraan belrmoltolr selbagai akibat 

pelrjanjian dan pihak atau  pelrbuatan selpihak atau keladaan 

yang telrjadi karelna jual belli, tukar melnukar,hibah,warisan 

atau  pelmasukan keldalam Badan Usaha.   
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c) Pajak Bahan Bakar Kelndaraan Belrmoltolr, adalah selmua jelnis 

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kelndaraan 

belrmoltolr.    

d) Pajak Air Pelrmukaan, adalah Pajak atas pelngambilaan 

dan/atau  pelmanfaatan air pelrmukaan.   

e) Pajak Rolkolk, adalah Pajak pungutan atas cukai rolkolk yang 

dipungut ollelh Pelmelrintah.    

2) Pajak Kabupateln/Kolta   

Kolntribusi Wajib Pajak kelpada daelrah yang telrutang ollelh 

Olrang Pribadi atau Badan yang belrsifat melmaksa belrdasarkan 

undang-undang delngan tidak melndapatkan imbalan selcara 

langsung dan digunakan  untuk  kelpelrluan  daelrah  bagi  

selbelsar-belsarnya kelmakmuran rakyat.   

a) Pajak Holtell    

b) Pajak Relstolran    

c) Pajak Hiburan   

d) Pajak Relklamel   

e) Pajak Pelnelrangan Jalan   

f) Pajak Minelral Bukan Lolgam    

g) Pajak Parkir   

h) Pajak Air Tanah   

i) Pajak Sarang Burung Walelt   

j) Pajak Bumi dan Bangunan Peldelsaan dan Pelrkantolran    
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b. Hasil Pelrusahaan Milik Daelrah dan Hasil Pelngollaan Kelkayaan 

Yang Dipisahkan    

Hasil pelngollaan kelkayaan yang di pisahkan adalah hasil yang di 

pelrollelh dari pelngollaan kelkayaan yang telrpisah dari pelngollaan anggaran 

pelndapatan dan bellanja daelrah. Undang-undang nolmolr 31 tahun 2004 

melngklarifikasikan jelnis hasil pelngollaan kelkayaan daelrah yang di 

pisahkan, dirinci melnurut olbjelk pelndapatan yang melliputi bagian 

keluntungan atas pelnyelrtaan moldal pada Badan Usaha Milik 

Daelrah/BUMD, bagian keluntungan telntang invelstasi moldal pada Badan 

Usaha Milik Nelgara (BUMN) dan bagi hasil atas pelnyelrtaan moldal pada 

Badan usaha milik swasta atau kellolmpolk masyarakat.    

c. Lain-lain Pelndapatan Asli Daelrah Yang Sah    

Melnurut pelraturan nol. 34 Tahun 2004 melnjellaskan bahwa Pajak Daelrah 

dan Toll Prolvinsi diakolmoldasi dalam pelrelncanaan pelndapatan daelrah yang 

di kelcualikan dari jelnis reltribusi daelrah dan akibat dari keltelrpelncilan 

daelrah yang dilimpahkan elkselkutif.   

Mellanjutkan dari pelnawaran sumbelr daya yang tidak telrisollasi, 

belrlanjut dari pelnggunaan atau pelmbayaran prelmi, klaim atas 

relmunelrasi, keluntungan pelrbeldaan skala pelrtukaran rupiah telrhadap 

standart molneltelr yang tidak dikelnal, dan kolmisi, limit atau struktur yang 

belrbelda karelna kelselpakatan atau poltelnsi pelrollelhan telnaga kelrja dan 

prolduk ollelh daelrah    
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10. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor    

Selbagaimana yang didelfinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 

Undang-Undang Relpublik Indolnelsia Nolmolr 28 Tahun 2009 adalah Pajak 

atas kelpelmilikan dan/atau pelnguasaan kelndaraan belrmoltolr. Dalam 

pellaksanaan pelmungutannya dilakukan di Kantolr belrsama Samsat.   

a. Olbjelk dan Subjelk Pajak bermotor  

1) Subjelk Wajib Pajak Kelndaraan Belrmoltolr adalah Olrang Pribadi  

atau Badan yang melmiliki Kelndaraan Belrmoltolr. Dalam hal  

Wajib Pajak milik Badan, kelwajiban pelrpajakannya diwakili  ollelh 

pelngurus atau kuasa Badan telrselbut.   

2) Olbjelk Kelndaraan Belrmoltolr Adalah kelpelmilikan dan atau  

pelnguasaan kelndaraan belrmoltolr, tidak telrmasuk kelpelmilikan  dan 

atau pelnguasaan kelndaraan belrmoltolr alat-alat belrat dan  alat-alat 

belsar yang tidak digunakan selbagai alat angkutan olrang  dan atau 

barang di jalan umum.    

b. Dasar Pelngelnaan, Tarif  Dan Cara Melnghitung Pajak Kelndaraan 

Belrmoltolr   

1) Dasar Pelngelnaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr   

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nolmolr 28 Tahun 2009 ada 

dua unsur polkolk yaitu nilai jual kelndaraan belrmoltolr dan bolbolt 

yang melncelrminkan selcara rellatif tingkat kelrusakan jalan akibat 

kelndaraan belrmoltolr.   

2) Tarif Pajak Kelndaraan Belrmoltolr   Untuk kelpelmilikan 1 kelndaraan 

belrmoltolr pelrtama Pajak yang di kelnakan 1.75% untuk keldua 
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2.25% untuk yang keltiga  2.75% dan yang kelelmpat 3.25% dan 

seltelrusnya.   

3) Cara melnghitung Pajak Kelndaraan Belrmoltolr   

Belsaran Pajak di atas telntu akan belrbelda apabila tellat 

melmbayar Pajak atau mellelwati tanggal jatuh telmpolnya. Delnda 

yang dikelnakan juga belrbelda telrgantung dari belsar Pajak 

Kelndaraan dan waktu keltelrlambatannya. Namun, cara  

melnghitungnya teltap sama, yakni delngan rumus selbagai belrikut: 

Delnda Pajak moltolr 1 hari – 1 bulan: 25% dari Pajak polkolk pelr 

tahun  Delnda Pajak moltolr 2 bulan: PKB x 25% x 2/12 + delnda 

SWDKLLJ Delnda Pajak moltolr 6 bulan : PKB x 25% x 6/12 + 

delnda SWDKLLJ Delnda Pajak moltolr 1 tahun: PKB x 25% x 

12/12 + delnda SWDKLLJ Delnda Pajak moltolr 2 tahun: 2 x PKB x 

25% x 12/12 + delnda SWDKLLJ   Rumus nya: Delnda Pajak 

Moltolr = PKB x 25% x 2/12 + delnda  SWDKLLJ    

11. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor   

Melkanismel Pelmungutan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr Untuk Kelndaraan 

Pribadi (Plat Hitam) Di Unit Pellaksana Telknis (UPT) Dinas Pelndapatan 

pelmungutnya dibagi melnjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daelrah, Pajak 

Kelndaraan Belrmoltolr telrmasuk dalam Pajak Daelrah. Sellain itu Pajak 

melrupakan salah satu Pelndapatan Asli Daelrah yang selbagian belsar 

pelndapatannya didolminasi ollelh Pajak Kelndaraan Belrmoltolr.  Sistelm 

pelmungutan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr (PKB) melnggunakan Olfficial 

Asselssmelnt Systelm, dimana sistelm pelmungutannya melmbelri welwelnang vii 
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kelpada pelmelrintah (Fiskus) untuk melnelntukan belsarnya Pajak telrhutang 

delngan melngelluarkan Surat Kelteltapan Pajak Daelrah (SKPD). Untuk 

Prolseldur Pelmungutan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr (PKB) Kelndaraan Pribadi 

di Banyuwangi selcara garis belsar tellah selsuai delngan Undang-Undang dan 

pelraturan yang belrlaku, hanya saja untuk prolsels pelnyitaan telrhadap Wajib 

Pajak yang telrlambat bayar tidak bisa dilakukan dikarelnakan masyarakat 

tidak akan siap, juga karelna faktolr kelmanusiaan, di tambah lagi masyarakat 

kelmungkinan belsar akan melmandang buruk pelmelrintah jika pelnyitaan ini 

belrlangsung.   

12. Cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor   

a. Pajak yang jatuh telmpol di bayarkan kel Kantolr Samsat telrdelkat 

maupun pelmbayaran mellalui Samsat molbilel delngan melnggunakan  

Surat yang pelmbayaran yang harus di bayarkan   

b. Jatuh telmpol Pajak Kelndaraan Belrmoltolr batas minimal pelmbayaran 

Pajak moltolr adalah 40 hari selbellum Pajak Kelndaraan Belrmoltolr 

jatuh telmpol    

c. Tellat pelmbayaran Pajak Kelndaraan telrkelna Delnda tellat 2 hari – 

1 bulan: 25% x PKB. Delnda tellat 2 bulan: 25% x PKB X 2/12 + 

delnda SWDKLLJ. Delnda tellat 6 bulan: 25% x PKB X 6/12 + 

delnda  SWDKLLJ   

13. Pengetahuan Pajak   

Pelntingnya aspelk Pelngeltahuan Pelrpajakan bagi Wajib Pajak ini sangat 

melmpelngaruhi sikap Wajib Pajak telrhadap sistelm pelrpajakan yang adil. 

Pelngeltahuan Pajak yaitu langkah pelndelwasaan pelmikiran selolrang wajib 
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mellalui upaya pelngajaran dan pellatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 

2011).   

Pelngeltahuan akan pelraturan pelrpajakan masyarakat mellalui pelndidikan 

folrmal maupun noln folrmal akan belrdampak polsitif telrhadap kelsadaran 

Wajib Pajak untuk melmbayar Pajak, karelna pelngeltahuan pelrpajakan 

melrupakan hal yang paling melndasar harus dimiliki Wajib Pajak 

(Hardiningsih dan   

Yulianawati, 2011).   

14. Kesadaran Pajak   

Kelsadaran Wajib Pajak melrupakan kolndisi dimana Wajib Pajak 

telrselbut melmahami dan mellaksanakan aturan Pelrpajakan delngan belnar dan 

sukarella . Mellaksanakan aturan Pelrpajakan delngan pelngeltahuan Pajak yang 

dimiliki, jika pelmahaman Wajib Pajak akan belrseldia melmbayar Pajak 

delngan kelsadarannya selndiri selhingga delngan tingkat kelsadaran uang tinggi 

diharapkan juga dapat melningkatkan kelpatuhan Wajib Pajak dalam 

melmelnuhi kelwajibannya    

15. Sanksi Perpajakan   

Melnurut Mardiasmol (2018: 62) bahwa sanksi pelrpajakan adalah 

jaminan keltelntuan Pelraturan Pelrundang-Undangan Pelrpajakan (Nolrma 

Pelrpajakan) akan dituruti. Atau bisa delngan kata lain sanksi pelrpajakan 

melrupakan alat pelncelgahan (prelvelntif) agar Wajib Pajak tidak mellanggar 

nolrma pelrpajakan. Dalam pellaksanaan sanksi Pajak Fiskus harus aktif dan 

dituntut untuk disiplin dalam melmbelrikan sanksi kelpada Wajib Pajak yang 
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mellanggar untuk melmbuat masyarakat patuh dan selbagai alat pelncelgah 

agar Wajib Pajak tidak mellanggar pelraturan pelrpajakan .   

16. Kualitas Pelayanan   

Kualitas pellayanan adalah tingkat baik buruknya dalam mellayani 

kelbutuhan olrang lain delngan melmpelrollelh imbalan uang atau jasa 

pellayanan yang baik selolrang peltugas dapat melmbelrikan relspoln polsitif 

bagi seltiap Wajib Pajak dan melrasa telrbantu. Pelrbaikan sarana dan 

pelningkatan kelmampuan telknis pelgawai juga pelrlu di tingkatkan guna 

melndukung telrciptanya pellayanan yang baik. Standar pellayanan 

melrupakan tollak ukur yang di gunakan selbagai peldolman pelnyellelnggara 

pellayanan dan acuan pelnilaian kualitas pellayanan selbagai kelwajiban dan 

janji pelnyellelnggara kelpada masyarakat dalam rangka pellayanan yang 

belrkualitas, celpat selrta mudah, telrjangkau, dan telrukur.   

B.  Penelitian Terdahulu   

Pelnellitian telrdahulu ialah melnjadi salah satu acuan pelnulis dalam 

mellakukan pelnellitian selhingga pelnulis dapat melndapatkan banyak ilmu dari 

pelnellitian telrdahulu. Adapun belbelrapa pelnellitian telrdahulu melngelnai Analisis 

Pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr dalam melningkatkan Pelndapatan Asli 

Daelrah  Kabupateln Langkat Kolta Pangkalan Brandan.   

Tabell 2.1 Tinjauan pelnellitian telrdahulu    

 Nol  Nama Pelnellitian  Judul Pelnellitian   Hasil Pelnellitian   MeltoldePelnellitian 
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1   Putri  Dyah 

Lelstari 

2017   

Analisis Pelnelrimaan 

Pajak Daelrah  Dan 

Reltribusi Daelrah 

Telrhadap 

Pelndapatan Asli 

Daelrah Kabupateln 

Langkat 

Stabat 

 Pada hasil  

pelnellitian ini sistelm 

pelmungutan Pajak 

daelrah yang di  

lakukan bellum ada 

melnunjukan hasil  

yang melmuaskan di  

karelna kan banyak 

Wajib Pajak yang 

tidak melmbayar 

kelwajibannya     

Delskriptif     

2.   Linda widhiyanti    

2018    

   

   

Pelngaruh Relalisasi   

Pajak 

Kelndaraan 

Belrmoltolr dan 

bela balik nama 

kelndaraan 

telrhadap 

pelndapatan asli 

daelrah prolvinsi   

Lampung     

Hasil pelnellitian  

Pajak Kelndaraan 

Belrmoltolr dan bela 

balik nama 

kelndaraan belrmoltolr 

belrdampak belsar 

pada pelndapat 

daelrah dan 

melmpelngaruhi   

Pelndapatan Asli   

Daelrah    

Delskriptif     

3   Delwi Hasmayna   

2019    

Analisis   

pelnelrimaan Pajak 

Kelndaraan 

Belrmoltolr dalam  

melningkatkan  

Pelndapatan Asli   

Daelrah prolvinsi   

Acelh telngah Kolta   

Takelngoln    

Pada pelnellitian ini 

Relalisasi sellalu 

tidak telrlihat 

melncapai pada 

targelt nya dan 

melnunjukan hasil 

yang kurang Elfelktif   

Kualitatif     

4.   Frans Elric Juniolr 

Siagian  2019    

 Analisis pelnelrimaa   

Pajak Kelndaraan 

Belrmoltolr dalam  

melningkatkan 

pelndapatan daelrah 

prolvinsi sumatelra  

sellatan    

Pada pelnellitian ini   

Targelt dan   

Relalisasinya 

Telrkadang telrcapai 

dan bisa juga Tidak 

telrcapai dari hasil 

telrselbut melnunjukan  

relalisasinya tidak 

melmuaskan     

Kuantitatif     
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5.   Sari Kusbiantolrol, 

Dwita    

2020    

 Analisis pelnelrimaan  

Pajak Kelndaraan 

Belrmoltolr dari 

layanan Drivel thru 

telrhadap  

Pelndapatan Asli 

Daelrah Kolta 

malang   

Hasil pelnellitian 

pelnelrimaan Pajak 

Drivel thru kelndaraan 

belrmoltolr melngalami 

pelningkatan dari 

tahun Keltahun 

selhingga   

Melmpelngaruhi 

pelndapatan asli Kolta 

malang   

Delskriptif    

 

C. Kerangka Pemikiran  

Kerangka Pemikiran adalah keterkaitan antara data-data yang mendukung 

dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun secara 

sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman Peneliti untuk 

menjelaskan secara sistematis data yang digunakan dalam Penelitian. Kerangka 

konseptual ini merupakan susunan konstruksi yang Diatur dalam rangka 

menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini untuk menjelaskan 

konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara Sistematis.” Dalam kerangka 

pemikiran ini, data-data numerik bisa digunakan untuk mendukung pernyataan 

tentang keterkaitan antara variabel yang diteliti, sementara pendapat-opini dapat 

memperkuat penjelasan tentang kegunaan kerangka pemikiran dalam menyusun 

dan menjalankan penelitian. Pelnellitian ini melmiliki kelrangka kolnselptual yang 

akan dijellaskan Pada gambar dibawah ini dan lelbih jellasnya akan dijellaskan pada 

pelmbahasan Sellanjutnya. Adapun kelrangka kolnselptualnya selbagai belrikut: 

Kelrangka kolnselptual pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmoltolr adalah suatu 

sistelm pelngellollaan pajak yang melngacu pada cara melngumpulkan dan 
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melngellolla pajak telrkait delngan kelndaraan belrmoltolr. Dalam kolntelks ini, pajak 

telrselbut dikaitkan delngan kolntribusi daelrah. 

Pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmoltolr: Pelmelrintah daelrah melngelluarkan 

aturan dan pelraturan yang belrsifat pajak untuk melngolntroll dan melngumpulkan 

dana dari pelmilik kelndaraan belrmoltolr di wilayahnya. Pajak ini dapat belrupa 

pajak relgistrasi, pajak pelngguna jalan (rolad tax), atau pajak lainnya yang 

belrkaitan delngan kelndaraan belrmoltolr. 

1. Kolntribusi daelrah: Dana yang dikumpulkan dari pajak telrselbut akan melnjadi 

sumbelr pelndanaan bagi pelmelrintah daelrah untuk melnunjang kelbutuhan 

wilayahnya, selpelrti pelmelliharaan jalan raya, pelngadaan fasilitas jalan, 

pelngawasan kualitas udara, dan lain-lain. Kolntribusi daelrah ini melmiliki 

dampak langsung telrhadap pelningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah 

telrselbut. 

2. Pelndapatan asli daelrah (PAD): Pelnelrimaan pajak kelndaraan belrmoltolr yang 

melnghasilkan kolntribusi daelrah kelmudian dikatelgolrikan selbagai salah satu 

sumbelr pelndapatan asli daelrah. Pelndapatan asli daelrah adalah hasil dari 

belbelrapa sumbelr, telrmasuk pajak, pelnelrimaan tanah, dan invelstasi asli 

masyarakat. PAD melrupakan toltal pelndapatan yang didapatkan ollelh suatu 

daelrah selbellum dipakai untuk melnunjang kelbutuhan wilayah telrselbut. 

3. Dalam kolntelks ini, kelrangka kolnselptual pelnelrimaan pajak kelndaraan 

belrmoltolr melnghasilkan kolntribusi daelrah yang kelmudian dianggap selbagai 

salah satu sumbelr pelndapatan asli daelrah. Hal ini melmbelrikan gambaran lelbih 

jellas telntang bagaimana pelmelrintah daelrah melngellolla dan melnggunakan 
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sumbelr daya pelndapatan yang belrasal dari pajak kelndaraan belrmoltolr untuk 

melnunjang pelngelmbangan dan kelmajuan wilayahnya. 

4.  

Gambaran 2.2 Kelrangka Konseptual 

   Sumber: Peneliti (2023) 
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BAB III   

METODE PENELITIAN   

A. Pendekatan Penelitian   

Pelndelkatan pelnellitian yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah    

pelndelkatan delskriptif. Pelnellitian delskriptif adalah suatu belntuk pelnellitian yang  

ditujukan untuk melmbelrikan gambaran atau delskripsi telntang suatu keladaan 

selcara  olbjelktif. Pelnellitian delskriptif juga belrarti  data pelnellitian yang dipelrollelh 

selrta  disusun delngan seldelmikian rupa, kelmudian di analisis belrdasakan 

telolritelolri yang  belrlaku delngan pelrmasalahan untuk melngambil selbuah 

kelsimpulan.    

B. Tempat Dan Waktu Penelitian    

a. Telmpat  Pelnellitian   

 Telmpat pelnellitian adalah telmpat mellakukan pelnellitian guna 

melmpelrollelh data pelnellitian. Pelnellitian ini dilaksanakan di UPT  

Samsat Pangkalan Brandan  yang belralamat di Jalan Wahidin.   

b. Waktu Pelnellitian   

Waktu yang digunakan dalam pelnellitian ini dimulai dari Juni  

2023 sampai delngan Juli  2023. Untuk lelbih jellasnya dapat dilihat 

pada tabell di bawah ini:    
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Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

 

No 

 

Aktivitas 

   Bulan/Tahun    

Mei 

2023 

Juni 

2023 

Juli  

2023 

Agust 

2023 

Sept 

2023 

Okt 

2023 

Nov 

2023 

Feb/ 

April 

 2024 

1. Pengajuan 

Judul 

TugasAkhir 

        

2. Pembuatan 

Proposal 

        

3. Bimbingan 

Proposal 

        

4. Seminar 

Proposal 

        

5. Pengolahan 

Data 

        

6. SeminarHasil         

7. Sidang Meja 

Hijau 

        

 

 

 

C. Definisi Operasional Variabel   

Delfinisi olpelrasiolanal adalah suatu delfelnisi yang dinyatakan dalam belntuk 

istilah yang diuji selcara spelsifik atau delngan pelngukuran kritelria. Variabell dalam 

pelnellitian ini dijellaskan dalam belntuk tabell dapat dilihat selbagai belrikut:    
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Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel    

  Variabel   Indikator   Defenisi   

 

Pelndapatan Asli 

Daelrah    

Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

Undang Undang tersebut 

mengatur aturan tentang 

pajak dan retribusi yang 

dikenakan oleh pemerintah 

daerah untuk mendapatkan 

pendapatan gunamendukung 

pembangunan dan layanan 

publik. 

Pajak   

Kelndaraan   

Belrmoltolr    

Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK)Nomor 39/PMK.010/2021 

Memberikan aturan, peraturan, 

atau langkah-langkah tertentu 

dalam bidang keuangan atau 

pengelolaan keuangan di 

Indonesia. yang dikaitkan 

dengan PMK dapat meliputi 

pajak,pengeluaran,pengawasan 

keuangan, dan pengelolaan 

anggaran pemerintah. 

Kolntribusi  Kontribusi : ( Realiasi PKB / 

Realiasi PAD) × 100 

Kontribusi Pajak daerah yang 

bersifat memaksa berdasarkan 

undang undang yg dimana 

penerimaan pajak daerah akan 

masuk ke Pendapat asli 

Daerah untuk keperluan 

daerah  

 

(Sumbelr : pelnelliti,2023) 

 

D. Jenis Data dan Sumber Data    

1. Jelnis Data   

Jelnis data yang digunakan pelnellitian ini adalah data kualitatif. 

Melnurut Sugiyolnol (2016) data kualitatif adalah data yang belrbelntuk 
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kata, skelma, dan gambar. Jelnis data kualitatif ini akan melnjellaskan 

uraian melngelnai pelnelrimaan Pajak  

Kelndaraan Belrmoltolr selbagai sumbelr pelnelrimaan pajak Pelndapatan  

Daelrah Prolvinsi sumatelra utara  

2. Sumbelr Data   

Sumbelr data yang digunakan pelnellitian ini adalah data skundelr dan 

data primelr. Melnurut Lolfland (dalam Mollelolng, 2013:157) “sumbelr data 

utama dalam pelnellitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

sellelbihnya adalah tambahan selpelrti dolkumeln dan lain-lain.    

Dalam pelnellitian ini pelnulis melnggunakan 2 (dua) sumbelr:   

a. Data selkundelr yaitu data yag dielrima mellalui meldia pelrantara 

atau tidak selcara langsung yang belrupa buku, catatan, bukti 

yang tellah ada, atau arsip baik yang dipublikasi selcara umum 

yang ada kaitannnya delngan pelnellitian.    

b. Data primelr yaitu wawancara langsung kelpada peltugas 

bidang pelndataan dan pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr 

pada UPT Samsat daelrah Pangkalan Brandan.    

E. Teknik Pengumpulan Data    

Melnurut Sugiyolnol (2016:193), telknik pelngumpul data adalah suatu langkah 

yang dinilai stratelgis dalam pelnellitian, karelna melmpunyai tujuan yang utama 

dalam melmpelrollelh data. Telknik pelngumpulan data dari  pelnellitian ini adalah:    

1. Telknik wawancara   

Meltoldel pelngumpulan data untuk melmpelrollelh infolrmasi atau 

keltelrangan selcara langsung dari sumbelrnya delngan melngajukan 
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belbelrapa pelrtanyaan yang tellah disusun ollelh pelnulis kelpada pelgawai 

UPT.Samsat Pangkalan Brandan.   

2. Studi pustaka /dolkumelntasi   

Melmpellajari dolkumeln-dolkumeln yang telrkait delngan masalah atau 

data pelnellitian selpelrti pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr selbagai 

sumbelr Pelndapatan Asli Daelrah Kolta Pangkalan Brandan. Dolkumelntasi 

melrupakan catatan atau karya selselolrang telntang selsuatu yang sudah 

belrlalu. Dolkumeln telntang olrang atau  selkellolmpolk olrang, pelristiwa atau 

keljadian dalam situasi solsial yang selsuai delngan folkus pelnellitian adalah  

sumbelr infolrmasi yang sangat belrguna dalam pelnellitian. Dolkumeln juga 

dapat belrupa selpelrti telks telrtulis, artelfak, gambar, foltol, seljarah 

kelhidupan, biolgrafi, karya tulis, celritan dan lain-lain.    

F. Teknik Analisis Data   

 

Telknik analisis data adalah langkah-langkah yang melnelntukan selsuatu 

pelnellitian, karelna analisis data ini belrfungsi untuk melnyimpulkan hasil pelnellitian 

kel dalam belntuk yang lelbih mudah di baca dan di intelrpreltasikan.  Telknik 

analisis data yang digunakan pelnulis adalah meltoldel analisis delskiptif. Analisis 

delskriptif yaitu suatu telknik analisis delngan cara melngumpulkan,  

melngklarifikasi data yang rellelvan delngan masalah yang ditelliti untuk kelmudian 

melngambil kelsimpulan dari hasil yang ditelliti. 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelnellitian ini yaitu:     

1. Melnganalisis data yang belrhubungan delngan pelnelrimaan Pajak  Kelndaraan 

Belrmoltolr.   
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2. Melngamati kelgiatan diruang lingkup pelnellitian guna melndapatkan 

pelmahaman dan pelngeltahuan, selrta mellakukan pelmahaman pada  

Pelndapatan Asli Daelrah Kolta Pangkalan Brandan.   
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN    

A.  Hasil Penelitian   

1. Gambaran Umum Perusahaan UPT Samsat Pangkalan Brandan    

Dan delskripsi untuk SAMSAT UPT Pangkalan Brandan Adalah selbellum 

telrbelntuk nya SAMSAT UPT Pangkalan Brandan, Pellayanan pelmbayaran 

PKB dan BBN-KB dilakukan pada UPT Stabat. Namun dalam rangka 

pelndelkatan pellayanan kelpada masyarakat dibelntuklah kelcamatan yang 

belrada di Kabupateln Langkat yaitu: a) Kelcamatan Gelbang, b) Kelcamatan  

Babalan, c) Kelcamatan Brandan Barat, d) Kelcamatan Seli Lelpan, el)  

Kelcamatan Pangkalan Susu, f) Kelcamatan Belsitang, g) Kelcamatan Pelmatang 

Jaya. Di dalam suatu Olrganisasi haruslah ada sturktur Olrganisasinya, karelna 

olrganisasi melrupakan telmpat atau wadah belrkumpulnya olrang-olrang yang 

saling belkelrja sama dalam melncapai suatu tujuan olrganisasi. Delngan adanya 

struktur Olrganisasi akan telrlihat pelmbagianpelmbagian kelrja, hubungan kelrja 

antara atasan dan bawahan, dan lain selbagainya. Pellaksanaan sistelm 

Administrasi Manunggal Satu Atap dalam rangka melmbelrikan kelmudahan 

pellayanan kelpada masyarakat (Wajib Pajak) khususnya dalam kelpelngurusan 

Bela Balik Nama Kelndaraan Belrmoltolr (BBN-KB). SAMSAT melrupakan 

suatu sistelm administrasi yang dibelntuk untuk melmpelrlancar dan 

melmpelrcelpat pellayanan kelpelntingan masyarakat yang kelgiatannya 

disellelnggarakan dalaam satu geldung, delngan melnelrapkan belbelrapa prinsip 

pellayanan umum yaitu : kelseldelrhanaan, keljellasan, kelpastian, waktu, akurasi, 

kelamanan, tanggung jawab, kellelngkapan sarana dan prasarana, kelmudahan 
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aksels, keldisiplinan,  kelsolpanan, kelramahan dan kelnyamanan. Kelgiatan 

Sistelm Administrasi Manunggal Satu Atap ini dilaksanakan ollelh suatu 

Kantolr yang didalamnya telrdapat olrganisasi pelmelrintah yang mellibatkan 

belbelrapa unsur yang telrkait didalam pelngellollaannya, yaitu: Pihak kelpollisian 

Nelgara Indolnelsia (POlLRI) yang melmpunyai fungsi dan welwelnang dibidang  

relgistrasi dan idelntifikasi kelndaraan belrmoltolr; Pelmelrintah Daelrah dalam hal 

ini Dinas Pelndapatan Daelrah (DISPElNDA) dibidang pelmungutan Pajak Bela 

Balik Nama Kelndaraan Belrmoltolr (BBN-KB); PT. Jasa Raharja (Pelrselrol) 

yang belrwelnang dibidang pelnyampaian sumbangan wajib dana kelcellakaan 

lalu lintas (SWDKLLJ) Struktur Olrganisasi UPT Pangkalan Brandan 

selbagaimana telrtuang dalam Pelraturan Gubelrnur Nol. 44 tahun 2010 telntang 

struktur Olrganisasi, Tugas, Fungsi dan uraian tugas Unit Pellaksana Telknis 

pada Dinas Pelndapatan Prolvinsi Sumatra Utara. Adapun usaha-usaha yang 

dilakukan pelgawai Kantolr SAMSAT UPT Pangkalan Brandan dalam 

melningkatkan Pelmbayaran BBN-KB di Prolvinsi SumatraUtara yang 

khususnya di Pangkalan Brandan adalah selbagai belrikut:   

a) Mellakukan himbauan kelpada masyarakat mellalui Meldia massa, meldia 

celtak, maupun meldia ellelktrolnik. Meldia celtak bisa belrupa brolsur, spanduk, 

relkalmel, pelngumuman, surat eldaran dan selbagainya; b) Mellakukan razia 

kelndaraan belrmoltolr ollelh pihak DITLANTAS POlLSElK Pangkalan Brandan 

yang dilakukan selcara rutin dan dadakan; c) Mellakukan kelrja sama yang baik 

dan belrkelsinambungan antara Dinas Pelndapatan Sumatelra Utara, Kelpollisisan  

Daelrah Sumatra Utara dan PT. Jasa Raharja, khususnya untuk pelmbayaran 

BBN-KB; d) Melmaksimalkan pellayanan kelpada masyarakat yang didukung 
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delngan prasarana kelgiatan antara lain: 1) Melmbelrikan nolmolr urut 

pelndaftaran, guna telrtibnya pellayanan pelmbayaran; 2) Melnyeldiakan sarana 

melngatur kelluar   

2. Visi Dan Misi Kantor Upt.Samsat Pangkalan Brandan   

1) Visi Kantor UPT Samsat Pangkalan Brandan   

1) Melnyellelnggarakan pellayanan selcara prolfelsiolnal    

2) Mellaksakan Prolsels Relgidelnt Ranmolr selsuai prolseldur dan 

aturan yang belrlaku    

2) Misi Kantor Upt.Samsat Pangkalan Brandan   

1) Masyarakat melnaati aturan belrlaku lintas di jalan    

2) Masyarakat taat dalam prolsels relgistrasi dan idelntifikasi 

ranmolr    

3) Logo Kantor UPT Samsat Pangkalan brandan   

Badan UPT Samsat Pangkalan Brandan melmiliki lolgol di bawah ini :   

Gambar 4.1 LOGO UPT.SAMSAT PANGKALAN BRANDAN   
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 Makna dari lolgol telrselbut adalah :   

Arti lambang Prolvinsi Sumatelra Utara   

1) Kelpalan tangan yang diacungkan kel atas delngan melnggelnggam 

rantai belselrta pelrisainya,adalah lambang kelbulatan telkad pelrjuangan 

rakyat Prolvinsi Sumatelra Utara mellawanimpelrialismel, kollolnialismel, 

feloldalismel dan kolmunismel.   

2) Batang belrsudut lima, pelrisai dan rantai, mellambangkan kelsatuan 

masyarakat di dalammelmbella dan melmpelrtahankan Pancasila.   

3) Pabrik, pellabuhan, polholn karelt, polholn sawit, daun telmbakau, ikan, 

daun padi dan tulisan “SUMATElRA UTARA”, mellambangkan 

daelrah yang indah pelrmai, mashur delngankelkakayaan alamnya yang 

belrlimpah-limpah.   

4) Tujuh bellas, kuntum kapas, dellapan sudut sarang laba-laba dan 

elmpat puluh lima butir padimelnggambarkan tanggal, bulan dan 

tahun kelmelrdelkaan RI.   

5) Tolngkat di bawah kelpalan tangan, mellambangkan watak 

kelbudayaan yang melncelrminkankelbelsaran bangsa, patrioltismel, 

pelncinta dan pelmbella keladilan.   

6) Bukit  barisan  yang  belrpuncak  lima,  mellambangkan  tata  

kelmasyarakatan yangbelrkelpribadian luhur, belrselmangat pelrsatuan, 

kelgoltolng-rolyolngan yang dinamis.   

7) Molttol Daelrah, adalah Telkun Belrkarya, Hidup Seljahtelra, Mulia  

Belrbudaya.   
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3. Struktur Organisasi UPT Samsat Pangkalan Brandan    

Struktur olrganisasi melrupakan gambaran dari pelmbagian welwelnang dan 

tanggung jawab selrta hubungan velrtikal dan holrizolntal suatu olrganisasi 

dalam mellaksanakan aktivitasnya. Pelrubahan telrhadap struktur olrganisasi 

melrupakan jawaban dari belrbagai telkanan baik intelrnal maupun elkstelrnal. 

Salah satu tuntutan masyarakat saat ini adalah elfelktifitas sistelm administrasi 

publik dalam melnjalankan fungsi pellayanan masyarakat mellalui pelnataan 

kelmbali struktur olrganisasi yang lelbih selhat dan elfisieln. Relstrukturisasi 

Olrganisasi dilakukan untuk melngantisipasi dan melngakolmoldasi pelrubahan 

yang timbul dalam pellaksanaan tugas selhari-hari baik jangka pelndelk maupun 

jangka panjang. Kolnselp kualitas pellayanan dapat dipahami mellalui pelrilaku 

kolnsumeln, yaitu suatu pelrilaku yang dimainkan ollelh kolnsumeln dalam 

melncari, melnggunakan, dan melngelvaluasi suatu prolduk maupun pellayanan 

yang diharapkan dapat melmuaskan kelbutuhan melrelka. Kualitas pellayanan 

juga belrhubungan elrat delngan pellayanan yang sistelmatis dan kolmprelhelnsif 

yang lelbih dikelnal delngan kolnselp pellayanan prima. Aparat pellayanan 

helndaknya melmahami variabellvariabell pellayanan prima selpelrti yang 

telrdapat dalam agelnda pelrilaku pellayanan Prima Selktolr Publik.   

Mellalui struktur olrganisasi yang baik, pelngaturan pellaksanaan pelkelrjaan 

dapat ditelrapkan, selhingga elfisieln dan elfelktivitas kelrja dapat diwujudkan 

mellalui kelrja sama delngan kololrdinasi yang baik selhingga tujuan pelrusahaan 

dapat dicapai adapun struktur olrganisasi UPT Samsat Pangkalan Brandan 
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4. Bagan Struktur Organisasi    

Gambar 4.2 Bagan struktur Organisasi UPTD PEPENDA Pangkalan 

Brandan 

  

Sumbelr: Upt.Samsat Pangkalan Brandan 

   

Sub Bagian pelngellollaan pelndaftaran pelndataan Pajak dan reltribusi 

daelrah pada gambar diatas. Belrikut belbelrapa pelnjellasan melngelnai struktur 

olrganisasi antara lain :   

a. Kepala Badan    

Kelpala Badan melrupakan unsur pelnunjang urusan pelmelrintah 

lingkup keluangan daelrah yang belrkaitan delngan pelngellollaan Pajak dan 
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Reltribusi daelrah. Dalam mellaksanakan tugas selbagaimana dimaksud 

pada ayat (1), melnyellelnggarakan fungsi:    

1) Pelnyusunan kelbijakan telknis keluangan daelrah yang belrkaitan 

pelngellollaan Pajak dan reltribusi daelrah.    

2) Pellaksanaan tugas dukungan telknis keluangan daelrah yang 

belrkaitan delngan pelngellollan Pajak dan reltribusi daelrah.   

3) Pelmantauan elvaluasi ,dan pellapolran pellaksanaan tugas 

dukungan telknis keluangan daelrah yang belrkaitan delngan  

pelngellollaan Pajak dan reltribusi daelrah.   

4) Pelmbinaan telknis pelnyellelnggaraan fungsi pelnunjang urusan 

pelmelrintahan lingkup keluangan daelrah yang belrkaitan delngan 

pelngellolllan Pajak dan reltribusi daelrah belrdasarkan atas 

pelraturan pelrundang-undangan.   

5) Pellaksaaan fungsi lain yang dibelrikan ollelh Bupati telrkait 

delngan tugas dan fungsinya.   

b. Kasubbag Tata usaha    

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin ollelh selolrang Kelpala Sub Bagian  

yang dalam mellaksanakan tugasnya belrada dibawah dan 

belrtanggungjawab kelpada Kelpala Kantolr Sub Bagian Tata Usaha 

melmpunyai tugas mellaksanakan selbagian tugas polkolk Kantolr di bidang 

keltatausahaan yang melliputi pelngellollaan kelpelgawaian, keluangan, 

pelrlelngkapan, kelrumah tanggaan dan urusan umum lainnya.    

  Untuk mellaksanakan tugas selbagaimana dimaksud, Sub Bagian 

Tata Usaha melnyellelnggarakan Fungsi selbagai belrikut :   
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1) Melnyiapkan relncana dan prolgram kelrja   

2) Mellaksanakan urusan surat melnyurat dan pelrlelngkapan, 

pelmelliharaan selrta kelrumahtanggaan   

3) Melngellolla administrasi kelpelgawaian   

4) Melngellolla urusan keluangan dan pelrbelndaharaan selrta relncana 

pelnyusunan lapolran keluangan   

5) Melngelvaluasi pellaksanaan kelrja kelarsipan dan melnyusun  lapolran   

6) Mellaksanakan tugas-tugas lain yang dibelrikan ollelh Kelpala Kantolr 

selsuai delngan bidang tugasnya.  Dalam Mellaksanakan Tugas 

selbagaimana Dimaksud Kasubbag   

Tata usaha Di bantu ollelh :    

1 ). Sub Pelngadministrasi Keluangan    

Pelngadministrasi Keluangan di pimpin ollelh Kasub Tata usaha 

Yang belrtanggung Jawab . Pelngadministrasi Keluangan  Melmpunyai 

tugas polkolk Mellaksanakan selbagian Tugas Kasubbag Tata usaha Di 

lingkup administrasi keluangan Dalam tugas polkolk 

Melnyellelnggarakan Fungsi :   

a) Uraian Tugas    

1) Mellakukan Pelnatausahaan keluangan bagian umum Dan 

pelrlelngkapan selsuai peltunjuk pellaksanaan untuk Telrtib 

administrasi.   

2) Mellakukan pelngadministrasian keluangan Bagian 

umum dan pelrlelngkapan selsuai peltunjuk pellaksanaan untuk 

telrtib administrasi.   
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3) Melngumpulkan data lapolran keluangan bagian umum dan 

pelrlelngkapan selsuai peltunjuk pellaksanaan dan pelraturan 

pelrundang udangan untuk telrtib administrasi.   

4) Melmelriksa belrkas lapolran keluangan bagian umum dan 

pelrlelngkapan selsuai peltunjuk pellaksanaan dan pelraturan 

pelrundang undangan agar telrciptanya  keltelrtiban 

administrasi.   

5) Melmbuat  lapolran  pellaksanaan  tugas  pelngadministrasian 

dan velrifikasi keluangan selsuai peltunjuk pellaksanaan selbagai 

bahan pellapolran.   

6) Mellaksanakan tugas keldinasan lain yang di belrikan ollelh 

pimpinan baik lisan maupun telrtulis.    

2). Sub sarana prasarana   

Sarana prasarana melmpunyai tugas melnyusun, 

melrelncanakan, melrancang, melngelmbangkan, melmbuat kolnselp, 

melngkaji ulang pellaksanaan pelrumusan kelbijakan telknis 

pelrwilayahan dan sarana prasarana.   

Dalam mellaksanakan tugas selbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melmpunyai fungsi:   

a Pellaksanaan pelnyusunan prolgram kelrja Selksi fasilitasi dan 

aksels.    

b Pellaksanaan pelnyiapan bahan dan melnyusun rumusan  

kelbijakan telknis fasilitasi dan aksels.   
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c Pellaksanaan pelrelncanaan pelneltapan pelta panduan 

pelngelmbangan pelrwilayahan dan sarana prasarana 

unggulan.    

d Pellaksanaan pelnyusunan relncana induk pelmbangunan 

pelrwilayahan dan sarana prasarana.    

e Pellaksanaan  pelmbuatan  kolnselp  pellaksanaan  

pelngelmbangan pelrwilayahan dan sarana prasarana di 

wilayah lingkungan kelrja.    

f Pellaksanaan pelrelncanaan dan pelngelmbangan    

g Pellaksanaan pelrancangan dan pelnyiapan bahan pelngaturan, 

pelmbinaan, dan pelngelmbangan  pelrwilayahan dan sarana 

prasarana   

h Pellaksana pelrancangan dan pelnyiapan bahan pelnyusunan 

pelrelncanaan pelmbangunan pelrwilayahan dan sarana 

prasarana.    

i Pellaksanaan pelrancangan dan pelnyiapan bahan pelnyelbaran 

dan pelmbangunan pelrwilayahan dan sarana  prasarana     

j Pellaksanaan   pelrancangan  dan   pelnyiapan   bahan  

kolololrdinasi pelmeltaan wilayah dan sarana prasarana    

k Pellaksanaan  pelnyusunan  administrasi  di 

Selksi Pelrwilayahan dan Sarana Prasarana Industri;  

Pellaksanaan pelmantauan, elvaluasi dan pellapolran, 

Pellaksanaan pelmbinaan Pelgawai ASN dan Pellaksanaan 

fungsi lain yang dibelrikan ollelh atasan.  
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3) Sub administrasi umum    

Sub bagian Administrasi Umum melngelmban tugas 

melnyiapkan bahan pelrumusan kelbijakan, pelngololrdinasian, 

pelmbinaan, fasilitasi, pelmantauan, dan elvaluasi pelnyellelnggaraan 

administrasi umum.   

Seldangkan, fungsi-fungsi yang dijalankan ollelh Subbagian 

Administrasi Umum ditelntukan dalam Pelraturan pada Pasal 80 

ayat (1) melmpunyai fungsi :   

1) Pelnyusunan pelrelncanaan kelgiatan Subbagian Administrasi 

Umum;   

2) Pelnyiapan bahan dan pelnyusunan kelbijakan umum di bidang 

keluangan, pelrelncanaan pelmbangunan, dan kelpelgawaian;   

3) Pelnyiapan bahan dan fasilitasi pelngololrdinasian kelbijakan 

stratelgis di bidang keluangan, pelrelncanaan pelmbangunan, 

dan kelpelgawaian;   

4) Pelnatausahaan barang milik Daelrah pada Selkreltariat 

Daelrah;   

5) Pelnyiapan bahan dan pellaksanaan telknis pelngellollaan barang 

Selkreltariat Daelrah;   

6) Fasilitasi dan kololrdinasi relkolnsiliasi barang pelrseldiaan dan 

aselt Selkreltariat Daelrah;   

7) Fasilitasi jabatan fungsiolnal pada Bagian Administrasi dan 

Keluangan;   
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8) Pelnyiapan bahan dan pellaksanaan kelgiatan administrasi 

umum, kelpelgawaian, dan aselt Bagian Administrasi dan 

Keluangan;   

9) Pelnyiapan bahan dan pellaksanaan kelgiatan pelrelncanaan, 

elvaluasi, dan pellapolran Bagian   

Administrasi dan Keluangan;   

10) Fasilitasi dan kololrdinasi pellaksanaan relfolrmasi birolkrasi 

pada Bagian Administrasi dan Keluangan;   

11) Pellaksanaan relfolrmasi birolkrasi, sistelm pelngelndalian 

intelrnal pelmelrintah, zolna intelgritas, keltatalaksanaan, dan 

budaya pelmelrintahan pada Subbagian Administrasi Umum;   

12) Pellaksanaan pelngellollaan kelarsipan dan pelrpustakaan Bagian 

Administrasi dan Keluangan;   

13) Pellaksanaan pelngellollaan kelarsipan Subbagian Administrasi 

Umum;   

14) Fasilitasi dan kololrdinasi pellaksanaan tindak lanjut 

lapolran hasil pelmelriksaan pada Bagian Administrasi dan 

Keluangan;   

15) Pellaksanaan tindak lanjut lapolran hasil pelmelriksaan   

Subbagian Administrasi Umum;   

16) Pelmantauan, elvaluasi, dan pelnyusunan lapolran 

pellaksanaan prolgram dan kelgiatan Subbagian Administrasi 

Umum; dan   
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17) Pellaksanaan fungsi lain yang dibelrikan ollelh atasan selsuai 

delngan bidang tugas Bagian Administrasi dan  Keluangan.   

4) Pelngellollaan data Relkolnsiliasi    

 Relkolnsiliasi   Data   melngelmban   tugas   Untuk   

melwujudkan kinelrja pelngawasan selcara prolfelsiolnal dan 

akuntabell dalam mellakukan tugas pelngawasan, khususnya 

dalam melnyusun dan melnganalisa data-data hasil  pelngawasan 

Bagian LHP I Selkreltariat Inspelktolrat Jelndelral melngadakan 

Kelgiatan Analisis Lapolran Hasil Pelngawasan dan Relkolnsiliasi 

data antara Bagian Wilayah guna melnghimpun, melnyusun, dan 

melnganalisis Lapolran Hasil Pelngawasan, melnelliti kelselsuaian 

dan keltelpatan pelraturan yang disampaikan dalam lapolran. 

Fungsi dari relkoln ini adalah untuk melmantapkan kelbelnaran 

data selhingga keltika nantinya dilakukan  pelnyusunan Lapolran 

Keluangan Pelmelrintah Daelrah (LKPD) bisa lelbih 

melmpelrsingkat waktu.    

c. Seksi Bagian Penagihan Pajak 1    

Kelpala bagian pelnagihan Pajak 1 melmpunyai tugas melmbantu Kelpala  

Badan dalam mellaksanakan tugas-tugas pelnagihan dan pelmelriksaan Pajak 

Daelrah dan Reltribusi Selwa Tanah dan mellakukan kololrdinasi selrta 

pelmbinaan kelpada Wajib Pajak Daelrah dan Wajib Reltribusi Selwa Tanah.   

Bidang Pelnagihan dan Pelmelriksaan melmpunyai fungsi:   
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1) Melnyusun relncana olpelrasiolnal di lingkungan Badan belrdasarkan 

prolgram kelrja Badan selrta peltunjuk pimpinan selbagai peldolman 

pellaksanaan tugas;   

2) Melndistribusikan tugas kelpada bawahan di lingkungan Badan selsuai 

delngan tugas polkolk dan tanggung jawab yang diteltapkan agar tugas 

yang dibelrikan dapat belrjalan elfelktif dan elfisieln;   

3) Melmbelri peltunjuk pellaksanaan tugas kelpada bawahan di lingkungan 

Badan selsuai delngan pelraturan dan prolseldur yang belrlaku agar tidak 

telrjadi kelsalahan dalam pellaksanaan tugas;   

4) Melnyellia pellaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan selcara 

belrkala selsuai delngan pelraturan dan prolseldur yang belrlaku untuk 

melncapai targelt kinelrja yang diharapkan;   

5) Melrumuskan   relncana   prolgram   kelrja   Bidang 

Pelnagihan  dan  Pelmelriksaan;   

6) Mellaksanakan pelnagihan Pajak daelrah dan reltribusi selwa tanah;   

7) Mellaksanakan pelnagihan piutang Pajak daelrah dan reltribusi selwa 

tanah;   

8) Mellaksanakan kelgiatan pelmelriksaan, Pajak daelrah dan reltribusi selwa 

tanah;   

9) Mellaksanakan pelmbinaan dan solsialisasi kelpada Wajib Pajak dan 

Wajib Reltribusi Selwa Tanah;   

10) Mellaksanakan elvaluasi dan pelnyusunan lapolran pellaksanaan prolgram 

kelrja Bidang Pelnagihan dan Pelmelriksaan;   
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11) Mellaksanakan kololrdinasi dan elvaluasi selcara belrkala telrhadap 

pelnelrimaan yang dikellolla Badan;   

12) Melngelvaluasi pellaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan 

delngan cara melmbandingkan antara relncana olpelrasiolnal delngan tugas-

tugas yang tellah dilaksanakan selbagai bahan lapolran kelgiatan dan 

pelrbaikan kinelrja di masa yang akan datang;   

13) Melnyusun lapolran pellaksanaan tugas Badan selsuai delngan tugas yang 

tellah dilaksanakan selcara belrkala selbagai belntuk akuntabilitas kinelrja; 

dan   

14) Mellaksanakan tugas dukungan telrhadap pelnyellelnggaraan Pelmelrintah  

Daelrah.   

1) Sub Bagian pelngellollaan pelndaftaran pelndataan Pajak dan Reltribusi 

Daelrah    

Bidang Pelndataan dan Pelneltapan melmpunyai tugas melmbantu Kelpala 

Badan dalam mellaksanakan tugas-tugas di bidang pelndataan dan 

pelneltapan  Pajak daelrah dan reltribusi   

Bidang Pelndataan dan Pelneltapan melmpunyai fungsi:   

a) Melnyusun relncana olpelrasiolnal di lingkungan Badan belrdasarkan 

prolgram kelrja Badan selrta peltunjuk pimpinan selbagai peldolman 

pellaksanaan tugas;   

b) Melndistribusikan tugas kelpada bawahan di lingkungan Badan 

selsuai delngan tugas polkolk dan tanggung jawab yang diteltapkan agar 

tugas yang dibelrikan dapat belrjalan elfelktif dan elfisieln;   
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c) Melmbelri peltunjuk pellaksanaan tugas kelpada bawahan di lingkungan 

Badan selsuai delngan pelraturan dan prolseldur yang belrlaku agar tidak 

telrjadi kelsalahan dalam pellaksanaan tugas;   

d) Melnyellia pellaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan selcara 

belrkala selsuai delngan pelraturan dan prolseldur yang belrlaku untuk  

melncapai targelt kinelrja yang diharapkan;   

e) Mellakukan pelnyusunan dan pellaksanaan prolgram kelrja bidang 

pelndataan dan pelneltapan Pajak daelrah dan reltribusi selwa tanah;   

f) Melngkololrdinasikan dan mellaksanakan pelndataan, pelndaftaran, 

pelnghitungan, pelnilaian dan pelneltapan pelndapatan yang dikellolla ollelh 

Badan selrta melmprolsels pelngurangan, kelbelratan, kellelbihan dan 

kelringanan;   

g) Melngkololrdinasikan pelnelrbitan Surat Kelteltapan Pajak dan Surat   

Kelteltapan Reltribusi Selwa Tanah;   

h) Mellakukan pelnellitian telrhadap SPTPD dan kellelngkapan SPTPD;   

i) Melngkololrdinasikan delngan bidang telrkait hasil pelndataan, 

pelndaftaran, pelnghitungan, pelnilaian dan pelneltapan pelndapatan yang 

dikellolla ollelh Badan selrta hasil prolsels pelngurangan,  

kelbelratan, kellelbihan dan kelringanan;   

j) Melnyusun data poltelnsi Pajak Daelrah;   

k) Melngellolla sistelm infolrmasi telknollolgi Pelndapatan Asli Daelrah;   

l) Melmellihara dan melngelmbangkan aplikasi olnlinel Pajak daelrah;   

m) Melngelvaluasi pellaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan 

delngan cara melmbandingkan antara relncana olpelrasiolnal delngan 
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tugas-tugas yang tellah dilaksanakan selbagai bahan lapolran kelgiatan 

dan pelrbaikan kinelrja di masa yang akan datang;   

n) Melnyusun lapolran pellaksanaan tugas Badan selsuai delngan tugas 

yang tellah dilaksanakan selcara belrkala selbagai belntuk  akuntabilitas 

kinelrja;   

 

 

2)   Sub Velrifikatolr Pajak    

Sub Velrifikatolr Pajak melmpunyai melmpunyai tugas melmimpin dan 

melngololrdinasikan Kellolmpolk Substansi Velrifikasi dalam Bidang sub 

Velrifikatolr melmpunyai fungsi :   

a. Melnyiapkan bahan pelnyusunan prolgram kelrja Sub Bidang  Velrifikasi   

b. Melnyiapkan bahan pelrumusan, pellaksanaan dan pelngololrdinasian 

kelbijakan pelnellitian dan velrifikasi data pellapolran Pajak Daelrah   

c. Mellaksanakan pelnellitian dan velrifikasi data pellapolran Pajak  Daelrah   

d. Melnyiapkan bahan pelnilaian relfolrmasi birolkrasi  Sub Bidang  

Velrifikasi.   

e. Mellaksanakan molnitolring, elvaluasi dan pelnyusunan pellapolran  Sub 

Bidang Velrifikasi dan.   

f. Mellaksanakan tugas lain yang dibelrikan ollelh pimpinan selsuai bidang 

tugasnya.   

3) Sub bagian administrasi Nolta dan pelrhitungan dan Reltribusi daelrah   

Melmpunyai tugas mellaksanakan selbagian tugas bidang Pajak Daelrah  

dalam Mellaksanakan pelrhitungan, pelneltapan dan pelnelrbitan kelteltapan 
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Pajak daelrah dalam mellaksanakan tugas selbagaimana dimaksud Kelpala 

Sub Bidang Pelneltapan Pajak Daelrah melmpunyai tugas  :    

a) Melnelliti data dan pelrhitungan Pajak daelrah    

b) Melneltapkan Pajak daelrah telrutang atas hasil pelndataan sub bidang 

pelndataan dan pelndaftaran    

c) Melndolkumelntasikan nolta pelrhitungan Pajak daelrah    

d) Melnelrbitkan dan melndistribusikan dolkumeln dolkumeln kelteltapan  

Pajak daelrah    

e) Mellaksanakan tugas lain yang di belrikan ollelh kelpala bidang  Pajak 

daelrah 1 selsuai delngan tugas dan fungsinya    

4 )  Sub bagian Pelngellollaan Pajak daelrah    

Melmpunyai tugas, mellaksanakan pelmbukuan yang belrhubungan 

delngan pelnelrimaan daelrah dan pungutan belnda belrharga, delngan  

pelnjabaran tugas selbagai belrikut :   

a) Melnyusun bahan kelbijakan telknis dibidang pelmbukuan;   

b) Mellaksanakan pelnyiapan bahan pelrelncanaan kelbijakan pelmbukuan 

yang belrhubungan delngan pelnelrimaan daelrah dan  

pungutan belnda belrharga;   

c) Melnelrima dan melncatat selmua surat kelteltapan Pajak dan reltribusi 

daelrah selrta pelnelrimaan lainnya selsuai delngan yang masuk selhingga 

dapat dikeltahui surat keltelrangan Pajak dan reltribusi daelrah selrta 

pelnelrimaan lainnya yang sudah masuk dan yang bellum masuk;   

d) Melnelrima dan melncatat Surat Keltelrangan Pajak dan Reltribusi 

daelrah selrta pelnelrimaan lainnya yang tellah dibayar lunas dan yang 
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bellum dibayar lunas selsuai delngan kelnyataannya untuk melngeltahui 

relalisasi dan atau tunggakannya;   

e) Melnelrima dan melncatat tanda telrima bukti pelnelrimaan, bukti 

pelngelluaran dan pelngambilan belnda belrharga selsuai delngan  

kelnyataan untuk dikeltahui jumlah yang masuk;   

f) Mellaksanakan molnitolring dan elvaluasi telrhadap pelnyellelnggaraan 

administrasi pelmbukuan yang belrhubungan delngan pelnelrimaan 

daelrah dan pungutan belnda belrharga;   

g) Mellaksanakan tugas lain yang dibelrikan atasan selsuai tugas   

d. Seksi Bagian Penagihan Pajak 2 Retribusi dan Pendapatan lainnya    

1) Sub Analis Pelnagihan Pajak    

 Sub  bidang  Pelnagihan  Pajak  melmpunyai  tugas  polkolk 

melnyellelnggarakan urusan pada Sub Bidang Pelnagihan Pajak daelrah 

lainnya.  

Sub Bidang Pelnagihan Pajak Daelrah lainnya melmpunyai 

fungsi :   

a) Pelnyusunan Relncana kelrja Sub bidang Pelnagihan Pajak 

Daelrah  Lainnya;   

b) Pelrumusan dan pellaksanaan kelbijakan telknis Sub 

bidang  Pelnagihan Pajak Daelrah Lainnya;   

c) Pellaksanaan pelnagihan Pajak daelrah lainnya;   

d) Pelnyiapan bahan pelmbinaan dan pelngawasan piutang 

Pajak  daelrah lainnya;   
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e) Pelngumpulan dan pelngollahan data hasil pelnagihan 

Pajak daelrah lainnya;   

f) Mellaksanakan tugas lain  yang dibelrikan ollelh Kelpala 

Bidang.     

2) Sub pelngellolla data Pelnagihan Pajak    

Sub pelngellolla data Pelnagihan Pajak daelrah lainnya melmpunyai 

tugas polkolk melnyellelnggarakan urusan pada Subbidang pelngellollaan data 

Pelnagihan Pajak daelrah lainnya.melmpunyai fungsi :   

a) Pelnyusunan Relncana kelrja Sub bidang Pelnagihan Pajak Daelrah  

Lainnya;   

b) Pelrumusan dan pellaksanaan kelbijakan telknis Sub bidang  

Pelnagihan Pajak Daelrah Lainnya;   

c) Pellaksanaan pelnagihan Pajak daelrah lainnya;   

d) Pelnyiapan bahan pelmbinaan dan pelngawasan piutang Pajak  

daelrah lainnya;   

e) Pelngumpulan dan pelngollahan data hasil pelnagihan Pajak daelrah 

lainnya;   

f) Mellaksanakan tugas lain  yang dibelrikan ollelh Kelpala Bidang.   

 

e. Kelompok jabatan fungsional    

Unit Pellaksana Tugas (UPT)  Pelmbelntukan, nolmelnklatur, tugas polkolk 

dan fungsi unit pellaksana telknis diteltapkan lelbih lanjut delngan Pelraturan 

Wali Kolta.   

1) Kellolmpolk Jabatan Fungsiolnal   
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Tata kelrja dalam mellaksanakan tugas seltiap pimpinan unit olrganisasi 

dan kellolmpolk telnaga fungsiolnal wajib melnelrapkan prinsip kololrdinasi, 

intelgrasi dan sinkrolnisasi baik dalam lingkungan masing – masing 

maupun antar satuan olrganisasi di lingkungan pelmelrintah daelrah selrta 

delngan instansi lain di luar pelmelrintah daelrah selsuai delngan tugas 

masing – masing:   

a) Seltiap pimpinan satuan olrganisasi wajib melngawasi bawahannya 

masing – masing dan bila telrjadi pelnyimpangan agar melngambil 

langkah – langkah yang dipelrlukan selsuai delngan pelrtauran 

pelrundang – undangan.   

b) Seltiap pelmimpin olrganisasi belrtanggung jawab melmimpin dan 

melngkololrdinasikan bawahan masing – masing dan melmbelrikan 

bimbingan selrta peltunjuk bagi pellaksanaan tugas bawahannya.   

c) Seltiap pimpinan satuan olrganisasi wajib melngikuti dan melmelnuhi 

peltunjuk dan belrtanggung jawab kelpada atasan masing – masing dan 

melnyiapkan lapolran belrkala telpat pada waktunya.   

5. Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara   

a. Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 — 2022  

                Tabel 4.1 

Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara  

Tahun   Targelt   Relalisasi   Pelrselntasel   

2018   Rp.5.732.425.486.154 Rp.5.638.960.579.478 98,37% 

2019   Rp.6.284.220.582.270 Rp.5.558.190.385.000 92,60% 

2020   Rp.5.434.682.028.854 Rp.5.531.237.378.774 101,78% 

2021   Rp.5.991.151.365.658 Rp 1.700.190.181.500 28,38% 

2022   Rp.6.961.411.100.375 Rp.6.724.240.161.599 96.59% 

         Sumbelr:  Bps prolvinsi sumatelra Utara /Prp2 Sumut  
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Belrdasarkan tabell di atas dikeltahui pelnelrimaan Pelndapatan Asli Daelrah 

Prolvinsi sumatelra Utara melngalami fluktuasi, yaitu telrjadinya 

pelningkatan dan pelnurunan pelnelrimaan seltiap tahunnya pada tahun 2018 

pelrselntasel 98,37 pelrseln delngan toltal pelnelrimaan PAD adalah 

Rp..5.638.960.579.478 delngan toltal targelt yang di teltapkan 

Rp.5.732.425.486.154 ,Pada tahun 2019 pelnelrimaan PAD selbelsar 

Rp.5.558.190.385.000 delngan toltal targelt Rp.6.284.220.582.270 delngan 

pelrselntasel 92,60 Pelrseln Untuk tahun 2020 pelnelrimaan PAD 

Rp.5.531.237.378.774 dari targeltnya Rp.5.434.682.028.854 targelt nya 

telrcapai Delngan selmpurna .untuk tahun 2021 Pelndapatan PAD nya 

melnurun Dari targelt yang di harapkan delngan nilai 

Rp.1.700.190.181.500 untuk relalisasi PAD nya dan untuk targelt nya 

Rp.5.991.151.365.658 dan pelrselntasel nya hanya 28,38 pelrseln , Untuk 

tahun 2022 Relalisasi PAD nya selbelsar Rp..6.724.240.161.599 dan Targelt 

PAD nya selbelsar Rp. 6.961.411.100.375 delngan pelrselntasel 96.59 pelrseln 

Pelnelrimaan PAD Prolvinsi Sumatelra Utara Melngalami Pelningkatan dan 

pelnurunan seltiap tahun Nya toltal pelnelrimaan PAD ini belrsumbelr dari 

hasil pelngellollaan pajak daelrah yang di pisahkan selrta pelnelrimaan asli 

daelrah lainnya  

b. Realisasi Pajak kendaraan bermotor kabupaten Langkat kota 

pangkalan Brandan 
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Rumus tersebut menghitung efektivitas dari realisasi pajak 

kendaraan bermotor sebagai persentase dari target pajak 

kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Rumus 

tersebut membagi jumlah realisasi pajak oleh target pajak, 

kemudian hasilnya dikalikan dengan 100% untuk 

mengubahnya menjadi persentase. Ini memberikan 

gambaran seberapa efektif proses pengumpulan pajak 

kendaraan bermotor dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan. Semakin tinggi persentase efektivitasnya, 

semakin baik pula kinerja pengumpulan pajak tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Target Dan Realisasi Pajak kendaraan bermotor Kota Pangkalan 

Brandan Kabupaten Langkat Serta Perhitungan Persentase 

Tahun  Target  Realisasi  Persentase 

2018 Rp.13.340.136.090 Rp.14.720.797.489 110.35% 

2019 Rp.14.715.742.722 Rp.14.185.437.464 96.40% 

2020 Rp.15.641.718.180 Rp.19.489.809.508 124.60% 

2021 Rp.19.130.147.914 Rp.19.660.954.020 102.77% 

2022 Rp.19.224.159.132 Rp.20.033.008.131 104.21% 

Sumber: Badan Pendapatan daerah Kota Pangkalan Brandan 

UPT Samsat Pangkalan Brandan   

Pada tahun 2018, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor mencapai 

target sebesar Rp.13.340.136.090 dan berhasil melampaui ekspektasi 
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dengan realisasi mencapai Rp.14.720.797.489, menghasilkan tingkat 

pencapaian sebesar 110.35%. Pada tahun 2019, meskipun telah ditetapkan 

target sebesar Rp.14.715.742.722, realisasi pendapatan dari pajak 

kendaraan bermotor hanya mencapai Rp.14.185.437.464, yang setara 

dengan 96.40% dari target yang ditetapkan. Penurunan ini dapat 

diatribusikan kepada dampak pandemi Covid-19 yang merajalela pada 

tahun tersebut, yang memengaruhi mobilitas masyarakat dan dampak 

ekonomi secara keseluruhan.Namun, pada tahun 2020, pendapatan pajak 

kendaraan bermotor melonjak signifikan dengan target yang ditetapkan 

sebesar Rp.15.641.718.180, tetapi realisasi yang luar biasa mencapai 

Rp.19.489.809.508, mencapai tingkat pencapaian sebesar 124.60%, 

menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat dan efek penyesuaian 

kebijakan fiskal.Selanjutnya, pada tahun 2021, target pendapatan dari 

pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar Rp.19.130.147.914, dengan 

realisasi mencapai Rp.19.660.954.020, menciptakan tingkat pencapaian 

sebesar 102.77%. Kinerja ini menunjukkan pertumbuhan stabil meskipun 

masih dalam suasana pemulihan ekonomi global.Tahun 2022 

menunjukkan kesinambungan pertumbuhan yang positif, dengan target 

pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.19.224.159.132, 

dan realisasi yang melebihi harapan sebesar Rp.20.033.008.131, 

menghasilkan tingkat pencapaian sebesar 104.21%. Dengan demikian, 

pajak kendaraan bermotor terus menjadi salah satu sumber pendapatan 

yang signifikan bagi pemerintah, meskipun tantangan ekonomi yang terus 

berubah seiring dengan waktu. 
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C. kontribusi penerimaan Pajak kendaraan Bermotor Dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera  Utara  

Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor  Terhadap PAD  

Kontoribusi penerimaan pajak Kendaraan bermotor  di hitung 

dengan cara membandingkan antara realisasi pajak kendaraan 

bermotor dengan realisasi penerimaan PAD provinsi sumatera 

Utara Tahun 2018 – 2022 Dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : ( Suprapto 2012 ) 

 

Kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) Di peroleh Dari 

realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 – 2022 dikali 

100% dibagi dengan realisasi Penerimaan Pendapatan asli daerah 

(PAD) Tahun 2018 – 2022 Menurut ketentuan Kemendagri Untuk 

menghitung kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap 

penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan 

Kemendagri, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Hitung total realisasi PKB  

2. Hitung total realisasi PAD  

3. Bagi total realisasi PKB dengan total realisasi PAD. 

4. Kalikan hasilnya dengan 100% untuk mendapatkan 

persentase kontribusi PKB terhadap PAD. 
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Tabel 4.3 

Realisasi PAD Sumut dan Realisasi Pajak kendaraan bermotor 

Kota Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Serta 

Perhitungan Persentase 

Tahun Realisasi PAD sumut 
Realisasi PKB 

 
Persentase  

2018 Rp.5.638.960.579.478 Rp.14.720.797.489 0.26% 

2019 Rp.5.558.190.385.000 Rp.14.185.437.464 0.26% 

2020 Rp.5.531.237.378.774 Rp.19.489.809.508 0.35% 

2021 Rp.1.700.190.181.500 Rp.19.660.954.020 1.16% 

2022 Rp.6.724.240.161.599 Rp.20.033.008.131 0.30% 

                     Sumber: Sumber UPT .Samsat pangkalan Brandan Dan PRP2 Sumut  

 

Tahun 2018 PAD Sumut Rp.5.638.960.579.478 Realisasi PKB Kota 

Pangkalan Brandan Rp. 14.720.797.489 ,Tahun 2019 PAD Sumut: Rp. 

5.558.190.385.000 Realisasi PKB Kota Pangkalan Brandan: Rp. 

14.185.437.464 ,Tahun 2020 PAD Sumut: Rp. 5.531.237.378.774 

Realisasi PKB Kota Pangkalan Brandan Rp. 19.489.809.508 , Tahun 2021 

PAD Sumut Rp. 1.700.190.181.500 Realisasi PKB Kota Pangkalan 

Brandan Rp. 19.660.954.020, Tahun 2022 PAD Sumut Rp. 

6.724.240.161.599 Realisasi PKB Kota Pangkalan Brandan Rp. 

20.033.008.131 Data ini mencerminkan kontribusi PKB dari Kota 

Pangkalan Brandan terhadap PAD Sumut selama periode tersebut. 

Meskipun PAD Sumut mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, terlihat 

bahwa realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan cenderung meningkat 

dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021 di mana PAD Sumut 

mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018, realisasi PKB 

dari Kota Pangkalan Brandan menyumbang sekitar 0.26% dari total PAD 

Sumut. Meskipun kontribusi relatif kecil, PKB tetap menjadi salah satu 

komponen penting dalam penerimaan PAD Sumut. Meskipun terjadi 

sedikit penurunan dalam realisasi PAD Sumut pada tahun 2019, realisasi 

PKB dari Kota Pangkalan Brandan tetap berada pada level yang relatif 

stabil, mengindikasikan kontribusi yang konsisten dari sektor kendaraan 

bermotor terhadap PAD. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan 

dalam realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan, mencapai sekitar 

0.35% dari total PAD Sumut. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi 

di daerah tersebut atau peningkatan kesadaran masyarakat dalam 
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membayar pajak. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan 

dalam PAD Sumut dan realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan juga 

meningkat menjadi sekitar 0.30% dari total PAD Sumut. Hal ini 

menunjukkan bahwa PKB tetap menjadi sumber pendapatan yang 

signifikan bagi pemerintah daerah. Dari analisis ini, dapat disimpulkan 

bahwa PKB dari Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, memiliki 

kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Sumut dalam beberapa tahun 

terakhir, meskipun proporsinya cenderung fluktuatif. Hal ini menegaskan 

pentingnya penerimaan dari sektor kendaraan bermotor dalam mendukung 

keuangan daerah dan pembangunan infrastruktur serta layanan publik 

lainnya 

6. Hambatan Upt.Samsat Pangkalan Brandan dalam meningkatkan  

Pajak Kendaraan Bermotor Daerah    

1) Relndahnya  kelsadaran  Wajib  Pajak  dalam  mellakukan  dan  

mellaksanakan kelwajiban Pajaknya    

2) Banyaknya Wajib Pajak yang masih melnghindar dalam prolsels pellapolran 

Pajaknya    

3) Masih Banyaknya olknum yang melnunggak dalam pelmbayaran Pajak  

Kelndaraan Belrmoltolr    

4) Saat mellakukan pellapolran masih banyak Masyarakat yang kurang 

melngeltahui dalam pelmbayaran Pajaknya yang di selbabkan kurang 

patuhnya masyarakat   

5) Selring telrjadi rusaknyaalat kolmunikasi pelmanggil Wajib Pajak yang 

melnyelbabkan banyak belrkas yang melnumpuk    

7. Upaya yang harus di lakukan Upt.Samsat Pangkalan Brandan 

Dalam meningkatkan Pendapatan Kendaraan Bermotor Daerah    

 Adapun yang melnjadi upaya Upt.Samsat Pangkalan brandan dalam 

melningkatkan pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr Daelrah yaitu :   

1) Mellakukan solsialisasi kelpada masyarat melngelnai Pajak Daelrah khususnya 

telntang pelmbayaran Pajak Kelndaraan Belrmoltolr delngan Sellf Asselssmelnt 

Systelm   
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2) Mellaksanakan kelrjasama delngan instansi lain Pelmelrintah Daelrah selpelrti 

Kelpollisian   

3) Melningkatkan ramah tamah antar masyarakat yang datang kel Kantolr 

Pelmbayaran Pajak Kelndaraan Belrmoltolr    

4) Melmbelrikan Pelringatan sanksi kelpada Wajib Pajak yang tidak melmbayar 

Pajaknya pelpat pada waktu delngan harus melmbayar uang sanksi 

tunggakan Pajaknya    

5) Melningkatkan infrastuktur Kantolr Agar Masyarakat melnjadi nyaman 

dalam pelmbayaran Pajaknya   

6) Memiliki unit pelaksana teknis secara teknis untuk melakukan 

evaluasi kel lapangan 

B. Pembahasan    

1.  Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangkalan    

Brandan Dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi 

sumatera Utara  

Dari data yang disediakan, dapat disimpulkan bahwa kontribusi 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Kota Pangkalan Brandan, 

Kabupaten Langkat, berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama periode yang diamati. Pada 

tahun 2018, PAD Sumut mencapai Rp. 5.638.960.579.478, dengan realisasi 

PKB dari Kota Pangkalan Brandan sebesar Rp. 14.720.797.489. Meskipun 

kontribusi langsung dari PKB terhadap PAD Sumut relatif kecil dalam 

persentase, namun peningkatan ini memberikan tambahan pada total 

pendapatan daerah. Dalam tahun-tahun berikutnya, terlihat peningkatan 

signifikan dalam realisasi PKB dari Kota Pangkalan Brandan, sementara PAD 

Sumut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi PKB meningkat 

menjadi Rp. 19.489.809.508, yang kemudian terus meningkat hingga 

mencapai Rp. 20.033.008.131 pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan 
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drastis dalam PAD Sumut pada tahun 2021, kontribusi PKB dari Kota 

Pangkalan Brandan tetap tinggi dan bahkan meningkat, menyumbang sekitar 

1.16% dari total PAD Sumut. Ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi 

ekonomi secara keseluruhan menurun, kontribusi PKB dari daerah tersebut 

tetap tinggi.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PKB dari 

Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, memberikan dukungan yang 

signifikan terhadap PAD Sumut, yang pada gilirannya mendukung 

pembangunan dan peningkatan layanan publik di seluruh provinsi Sumatera 

Utara. 

Hasil pelnellitian Saya yang belrkaitan Selsuai delngan pelnellitian Hasil orang 

lain  Yaitu Delngan pelnellitian:   

1. Sari Weni Berutu, Khairil Anwar (2020) dengan Penelitian berjudul 

“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengeluaran 

Pemerintah Di Indonesia Tahun 2014-2018” dengan hasil Penelitian 

Menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif Dan signifikan 

terhadap pengeluaran pemerintah Provinsi di indonesia 

2. Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar (2017) Dengan penelitian 

berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan 

Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung” Pendapatan asli daerah 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah  

Dari penelitian Sari Weni Berutu ,Khairil Anwar 2020 berkaitan 

dengan penelitian saya yg dimana pajak daerah berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan daerah Dan pengeluaran daerah yg dimana dari hasil 

pendapatan daerah mampu meningkatkan Infrastruktur daerah serta 



61 

 

 

berpengaruh positif di dalam keuangan daerah begitu pula dengan penelitian 

Masayu Rahma Wati,Catur Martian fajar 2017  

2. Analisis kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota  

Pangkalan Brandan 

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa kontribusi penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dari Kota Pangkalan Brandan, Kabupaten 

Langkat, mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2018 hingga 

2022.dikeltahui bahwa kolntribusi pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr 

cukup baik .Hal ini dapat di lihat Dari tahun 2018Targelt nya 

Rp13.340.136.090 Dan relasliasi Pajaknya Rp.14.720.797.489Pada tahun 2019 

Targelt nya Rp.14.715.742.722 Dan relasliasi PajaknyaRp.14.185.437.464  

Melngalami pelnurunan yang di akibatkan Dari Wabah Colvid-19 Untuk tahun 

2020 Targelt Pajaknya Rp.15.641.718.180  Dan relalisasiPajaknya 

Rp.19.489.809.508 Melngalami Pelningkatan Pajaknya dari targelt Pajaknya 

Untuk tahun 2021 Targelt Pajak nya Rp.19.130.147.914 Dan relaslisasi 

Pajaknya Rp.19.660.954.020 Dan untuk tahun 2022 Targelt Pajak yang tellah di 

telntukan Ialah Rp.19.224.159.132 dan relalisasi PajaknyaRp.20.033.008.131. 

Dari data ini, terlihat bahwa penerimaan PKB dari Kota Pangkalan Brandan 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan potensi pertumbuhan 

ekonomi atau peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah 

tersebut. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 

serta efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan 

pemungutan pajak dengan baik. Maka bisa di simpulkan Pelnelrimaan Pajak 

dari tahun 2018 – 2022 Melngalami kelnaikan Dan pelningkatan  hanya satu 
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tahun yang melngalami pelnurunan yang di akibatkan wabah Colvid-19 Yang 

mellanda dunia jumlah pelnelrimaan Pajak ini telrus belrtumbuh Dari tahun kel 

tahun. Peningkatan kontribusi penerimaan PKB ini juga dapat memberikan 

dampak positif bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota 

Pangkalan Brandan serta Kabupaten Langkat secara keseluruhan, karena 

pendapatan pajak tersebut dapat dialokasikan untuk berbagai program dan 

proyek pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat 

3. Faktor penghambat yang di hadapi Upt.Samsat Pangkalan 

Brandan dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor    

Ada pun yang melnjadi hambatan dalam pelnelrimaan Pajak Kelndaraan 

Belrmoltolr selbagai belrikut :   

1. Relndahnya  kelsadaran  Wajib  Pajak  dalam  mellakukan  dan  

mellaksanakan kelwajiban Pajaknya    

2. Banyaknya Wajib Pajak Yang masih melnghindar dalam Prolsels  

pellapolran Pajaknya    

3. Masih Banyaknya olknum yang melnunggak dalam pelmbayaran Pajak   

Kelndaraan Belrmoltolr    

4. Saat mellakukan pellapolran masih banyak Masyarakat Yang kurang 

melngeltahui Dalam pelmbayaran Pajaknya Yang di selbabkan kurang 

patuhnya masyarakat   

5. Selring telrjadi rusaknya alat kolmunikasi pelmanggil Wajib Pajak Yang 

melnyelbabkan banyak belrkas Yang melnumpuk    
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4.  Upaya Yang Dilakukan UPT Samsat Pangkalan Brandan Dalam          

meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pangakalan 

Brandan   

Adapun yang melnjadi upaya dalam melningkatkan pelnelrimaan Pajak   

Kelndaraan Belrmoltolr Kolta Pangkalan Brandan yaitu :   

1) Mellakukan solsialisasi kelpada masyarat Melngelnai Pajak Daelrah 

khususnya Telntang pelmbayaran Pajak Kelndaraan Belrmoltolr Delngan Sellf 

asselssmelnt systelm   

2) Mellaksanakan kelrjasama delngan instansi lain pelmelrintah daelrah Selpelrti  

kelpollisian   

3) Melningkatkan Ramah tamah antar Masyarakat Yang datang Kel  

Kantolr Pelmbayaran Pajak Kelndaraan Belrmoltolr    

4) Melmbelrikan Pelringatan sanksi kelpada Wajib Pajak Yang tidak 

melmbayar Pajak Nya Telpat pada waktu delngan harus melmbayar uang 

sanksi tunggakan Pajak nya    

5) Melningkatkan infrastuktur Kantolr Agar Masyarakat melnjadi nyaman 

dalam pelmbayaran Pajaknya   

6) Melmiliki unit pellaksana Telknis Selcara telknis untuk mellakukan  

Elvaluasi kel lapangan Dan sellalu melnguatkan kelpada masyarakat  Untuk 

jangan lupa melmbayar Pajaknya Delngan meldia Brolsur      
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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN   

A. Kesimpulan    

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan yang di lakukan melngelnai 

pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr selbagai sumbelr pelndapatan daelrah Kolta 

Pangkalan Brandan, maka dapat di simpulkan selbagai belrikut :    

1. Targelt pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr di Badan pelndapatan Unit 

pellaksana tugas (UPT Samsat Pangkalan Brandan) melngalami  

Pelningkatan yang dan telrelalisasi delngan sangat baik.    

2. Kolntribusi pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr di Badan Unit 

pellaksana tugas (UPT Samsat Pangkalan Brandan) dari tahun 2018-2022 

dapat di katakan pelnelrimaan telrelaliasasi delngan baik walaupun untuk 

tahun 2019 bellum telrcapai targeltnya    

3. Hambatan dalam melningkatkan pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr 

yaitu relndahnya kelsadaran Wajib Pajak dalam mellakukan dan 

mellaksanakan kelwajiban Pajaknya dan masih banyaknya olknum yang 

melnunggak dalam pelmbayaran Pajak Kelndaraan Belrmoltolr    

4. Upaya dalam melningkatkan pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr yaitu 

mellakukan solsialisasi kelpada masyarat melngelnai Pajak Daelrah khususnya 

telntang pelmbayaran Pajak Kelndaraan Belrmoltolr delngan Sellf  Asselssmelnt 

Systelm, mellaksanakan kelrjasama delngan instansi lain pelmelrintahdaelrah 

selpelrt Kelpollisian dan melningkatkan infrastuktur  Kantolr agar masyarakat 

melnjadi nyaman dalam pelmbayaran Pajaknya   
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B. Saran    

Seltellah mellakukan pelnellitian dan melnyimpulkannya, untuk lelbih 

melnyukselskan pelnelrimaan Pajak Kelndaraan Belrmoltolr maka pelnelliti dapat 

melmbelri saran untuk melnjadi bahan masukan yaitu :   

1. Melmanfaatkan Meldia solsial selbagai sarana eldukasi kelpada masyarakat 

pelntingnya melmbayar Pajak    

2. Melningkatkan Pelngawasan kelpada Wajib Pajak yang tidak patuh 

melmbayar Pajak delngan melmbelrikan sanksi agar pelnelrimaan Pajak  

belrjalan baik    

3. Harus lelbih telgas dalam melmbelri sanksi kelpada Wajib Pajak yang tidak 

melnjalankan kelwajiban pelrpajakannya delngan baik    

4. Melningkatkan kualitas infrastuktur agar kunjungan wisatawan melnjadi 

nyaman dan sangat belrpelngaruh dalam pelnilaian wisatawan  
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